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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai
tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian
Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) adalah salah satu entitas
akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan
menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Banten (03) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam
Pemerintahan. Laporan Keuangan Unaudited ini telah disusun dan disajikan dengan basis
akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan
akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada
para  pengguna laporan  khususnya  sebagai sarana untuk = meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) . Di samping itu, laporan
keuangan Unaudited ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen
dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance).

Serang, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Imam Suyudi
NIP. 196312071987031001
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JL. KH Syam’un No. 44 D Serang, Banten
Telp (0254) 223104, 217029 Fax (0254) 223104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.03)
yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019

sebagaimana terlampir,adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai,dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

Imam Suyudi
NIP. 196312071987031001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03)

31 Desember 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-
LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember
20109.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2019 adalah berupa
Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar RpO,- atau mencapai O persen
dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar RpO,-

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2019 adalah sebesar

Rp3.411.912.566,-atau mencapai 97,48, persen dari alokasi anggaran sebesar
Rp3.500.000.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31
Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar RpO,-yang terdiri dari: Aset
Lancar sebesar Rp0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar RpO,-; Aset
Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar RpO,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,-dan RpO,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,
surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO,
yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode

sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar RpO,-, sedangkan jumlah
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beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.411.912.566,- sehingga
terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp3.411.912.566),-. Surplus
Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar
RpO,- dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar

(Rp3.411.912.566),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada
tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar RpO,- dikurangi Defisit-LO sebesar
(Rp3.411.912.566,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0O,-dan Transaksi
Antar Entitas sebesar Rp3.411.912.566- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal
31 Desember 2019 adalah senilai RpO,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CalLK adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir
sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan
basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan

Ekuitas untuk 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.




I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 dan
31 DESEMBER 2019

(Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 3 Dectd % thd Angg oot
ANGGARAN REALISASI REALISASI
PENDAPATAN
Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA B.2.
Belanja Pegawai B3 - - -
Belanja Barang B4 3.500.000.000 3411912566 | 9748 5.426.507.746
Belanja Modal B.S - - - 101.897.635
Belanja Bantuan Sosial B.6 - - -
JUMLAH BELANJA 3.500.000.000 3.411.912.566 | 97,48 5.528.405.381




II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)
NERACA
PER 31DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31-Dec-19 31-Dec-18

ASET

ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran C1 - -
Kas di Bendahara Penerimaan C.2 - -
Kas Lainnya dan Setara Kas C3 - -
Piutang Bukan Pajak C4 - -
Bagian Lancar TP/TGR C.5 - -
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.6 = =
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar C.7 = =
Belanja Dibayar di Muka Cc.8 = =
Pendapatan yang Masih harus Diterima c.9 - =
Persediaan C.10 - -
Jumlah Aset Lancar - -

PIUTANG JANGKA PANJANG
Tagihan TP/TGR C.11 - -
Tagihan Penjualan Angsuran C.12 - -
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.13 - -
Jumlah Piutang Jangka Panjang - -

ASET TETAP
Tanah C.14 - -
Peralatan dan Mesin C.15 - -
Gedung dan Bangunan C.16 - -
Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.17 - -
Aset Tetap Lainnya C.18 - -
Konstruksi dalam pengerjaan C.19 - -
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.20 - -

Jumlah Aset Tetap - _

ASET LAINNYA
Aset Tidak Berwujud C.21 - -
Aset Lain-Lain C.22 - -
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya c.23 - =
Jumlah Aset Lainnya - -
JUMLAH ASET = -
KEWAIJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Uang Muka dari KPPN C.24 - -
Utang kepada Pihak Ketiga C.25 - -
Pendapatan Diterima di Muka C.26 - -
Beban yang Masih Harus Dibayar C.27 - -

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek - -
JUMLAH KEWAJIBAN - -

EKUITAS
Ekuitas C.28 - -
JUMLAH EKUITAS - -

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS - -




CatatanatasLaporanKeuanganmerupakanbagian yang tidakterpisahkandariLaporanKeuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN
31 DESEMBER 2018

URAIAN CATATAN 2019 2018
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 - -
JUMLAH PENDAPATAN - -
BEBAN
Beban Pegawai D.2 - -
Beban Persediaan D.3 - -
Beban Barang dan Jasa D.4 2.399.786.566 3.817.028.746
Beban Pemeliharaan D.5 - -
Beban Perjalanan Dinas D.6 1.012.126.000 1.609.479.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada D.7 - -
Beban Bantuan Sosial D.8 - -
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 - 5.668.919
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 - -
JUMLAH BEBAN 3.411.912.566 5.432.176.665
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN (3.411.912.566)| (5.432.176.665)
OPERASIONAL
KEGIATAN NON OPERASIONAL D.11
Surplus Penjualan Aset Nonlancar - -
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - -
Defisit Selisih Kurs - -
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - -
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL i )
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (3.411.912.566)| (5.432.176.665)
POS LUAR BIASA D.12
Pendapatan PNBP - -
Beban Perjalanan Dinas - -
Beban Persediaan - -
SURPLUS/DEFISIT LO (3.411.912.566)| (5.432.176.665)




(Dalam Rupiah)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuanga

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN
31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31-Dec-19 31-Dec-18

EKUITAS AWAL El
SURPLUS/DEFISITLO £2 (3.411.912.566) (5.432.176.665)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS E3

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN (31

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

PENYESUAIAN NILAI ASET £32

KOREKSI NILAI PERSEDIAAN £33

SELISIH REVALUASI ASET TETAP £E34

KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI E35

KOREKSI LAIN-LAIN E3.6
JUMLAH
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E4 3.411.912.566 5.432.176.665
EKUITAS AKHIR ES

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

10



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

[\

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten (03)

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Instansi Vertikal
Kementerian Hukum dan HAM yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Meneteri Hukum dan HAM RI.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan
fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam
wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,

Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program,
dan pelaporan;

Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum
umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi
hukum;

Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah,
pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum,
serta konsultasi dan bantuan hukum;

Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana
teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia di  bidang keimigrasian dan  bidang

pemasyarakatan;
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Pendekatan
Penyusunan
Laporan

Keuangan

Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam
rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan,
pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi
manusia; dan

Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor

Wilayah.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Umum antara lain :

1. Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah
pembangunan hukum nasional pada tahap pra

legislasi, legislasi dan pasca legislasi

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan
administrasi hokum dan layanan jasa hokum

Kementerian Hukum dan HAM

3. Efektifitas peneyelnggaraan forum mahkumjakpol baik

di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten kota

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 31 Desember 2019 ini merupakan laporan
yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03).
Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan
dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan

dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
(SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk

menghasilkan Laporan Keuangan
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Basis

Akuntansi

Dasar

Pengukuran

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan
informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk
penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta

laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03)
menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas
serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan
Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat
kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan
basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui
pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan

keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah
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Kebijakan

Akuntansi

Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) dalam penyusunan
dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan

nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya
ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan
untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar
nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah
untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.Pengukuran
pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III
Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-
prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan
praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas
pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan
ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas
pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Banten (03) .

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-
kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Banten (03) adalah sebagai berikut:
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Pendapatan- e Pendapatan- LRA

LRA e Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada

Kas Umum Negara (KUN).

e Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

e Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi

sumber pendapatan.

Pendapatan- e Pendapatan- LO

Lo e Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.

e Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu
adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara
khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai

berikut:

0 Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan
selesai dilaksanakan

0 Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional
antara nilai dan periode waktu sewa.

0 Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya
surat keputusan denda atau dokumen lain yang
dipersamakan

e Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan
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azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan
bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).

e Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber
pendapatan.

Belanja e Belanja

e Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening
Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang
bersangkutan yang  tidak  akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

e Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas
dari KUN.

e Khusus pengeluaran melalui bendahara
pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN).

¢ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban e Beban

e Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban.
e Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;
terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan

manfaat ekonomi atau potensi jasa.

16



Aset

Aset Lancar

e Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis

belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap,

Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai

nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan
di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI

pada tanggal neraca.

e Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat

berharga disajikan sebesar nilai perolehan
sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat

sebesar nilai nominal.

e Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai

berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan
Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah
timbul hak yang didukung dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau
telah dikeluarkannya surat keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui
apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan
hak tagih dan didukung dengan naskah
perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban

secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan
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andal

e Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang

dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini

diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas

kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh

tempo dan wupaya penagihan yang dilakukan

pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah

sebagai berikut:

Kualitas Uraian Penyisihan
Piutang
Belum dilakukan pelunasan s.d.
Lancar 0.5%
tanggal jatuh tempo
Satu bulan terhitung sejak
Kurang
tanggal Surat Tagihan Pertama 10%
Lancar
tidak dilakukan pelunasan
Satu bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Kedua
Diragukan 50%
tidak dilakukan pelunasan
1. Satu bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan
Macet 2. Piutang telah diserahkan 100%
kepada Panitia Urusan
Piutang Negara/DJKN

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan
Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan

jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
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neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR

atau Bagian Lancar TPA.

e Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil
inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan

dengan:

» harga pembelian terakhir, apabila diperoleh
dengan pembelian;

» harga standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;

» harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap b. Aset Tetap

e Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk
kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 tahun.

e Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga
perolehan atau harga wajar.

e Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan
mesin dan peralatan olah raga yang nilainya
sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga

ratus ribu rupiah);

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang
nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan
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nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,
diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran
untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset
tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.

o Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah yang disebabkan antara lain
karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang,
rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum
tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah
berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos

Aset Lainnya.

e Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat
ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan c. Penyusutan Aset Tetap

Aset Teta,
P e Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap.

e Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
a. Tanah
b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak

berat dan/atau usang yang telah diusulkan
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kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan

e Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset
Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

e Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan
menggunakan metode garis lurus yaitu dengan
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari
Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

e Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan
berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:
59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai

berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi S s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik

4 tahun
Modern)
Piutang d. Piutang Jangka Panjang

21



Jangka e Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang
Panjang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam
jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan
setelah tanggal pelaporan.
e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan
Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan
disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya e. Aset Lainnya

e Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset
lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.
Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh
tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset
kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas
yang dibatasi penggunaannya.

e Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai
tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah
dikurangi akumulasi amortisasi.

e Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas
dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa
nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat
tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

e Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan
dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat
Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara
berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah
Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:
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Kewajiban

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud

Masa Manfaat

(tahun)
Software Komputer 4
Franchise 5
Lisensi, Hak Paten Sederhana,
Merk, Desain Industri, Rahasia
Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit 10
Terpadu.
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran,
Paten Biasa, Perlindungan Varietas 20
Tanaman Semusim.
Hak Cipta Karya Seni Terapan,
Perlindungan Varietas Tanaman 25
Tahunan
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.Il, Hak
Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak S0
Ekonomi Produser Fonogram.
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.l 70

o Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah
disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

o Kewajiban

e Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa

masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
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aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

e Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam
kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang
Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus
Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian
Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang
Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari

dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

e Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu
sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat

pertama kali transaksi berlangsung.
Ekuitas e Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset

dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan
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Realisasi
Pendapatan

RpO,-

B.. . . PENJELASAN ATAS POS-POS LAPO REALISASI
lebﬂ!l, Eln]j:u{\ gariA e%ml‘:as d?sajlfﬁan R&aﬂam aporan
ANGGARAN .
Perubahan Ekuitas.
Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Banten (03) belum mengadakan revisi Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) namun sudah 1 (satu) kali Revisi
POK. Hal ini disebabkan oleh adanya adanya perubahan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi

pada saat pelaksanaan anggaran

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis

belanja antara lain:

2019
Uraian ANGGARAN ANGGARAN
AWAL SETELAH REVISI

Pendapatan

Pendapatan Jasa

Pendapatan Lain-lain

Jumlah Pendapatan

Belanja

Belanja Pegawai - -

Belanja Barang 3.500.000.000 3.500.000.000

Belanja Modal - -

Belanja Bantuan Sosial - -

Jumlah Belanja 3.500.000.000 3.500.000.000

B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai O persen

dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar RpO.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
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2019

Uraian Anggaran Realisasi

% Real
Angg.

Pendapatan Jasa - -

Pendapatan Lain-lain 5 -l-

Jumlah - -

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

URAIAN REALISASI T.A. 2019 REALISASI T.A. 2018

NAIK
(TURUN)
%

Pendapatan Jasa - =

Pendapatan Lain-lain - =

Jumlah - -

Realisasi Belanja B.2 Belanja

Negara

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp3.411.912.566,- atau 97.48% dari anggaran belanja

Rp3.411.912.566,-

sebesar Rp3.500.000.000,-. Rincian anggaran dan realisasi
belanja per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
31 Desember 2019
31-Dec-19
Uraian . . % Real
Anggaran Realisasi Angg.
Belanja Pegawai - - -
Belanja Barang 3.500.000.000 3.411.912.566 97,48
Belanja Modal - - -
Belanja Bantuan Sosial - -
Total Belanja Kotor 3.500.000.000 3.411.912.566 97,48
Pengembalian - - -
Jumlah 3.500.000.000 3.411.912.566 97,48

26



Belanja Pegawai

RpO

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019

Dan 31 Desember 2018

REALISASI 31 REALISASI 31 NAIK

URAIAN DESEMBER 2019 DESEMBER 2018 |(TURUN) %

Belanja Pegawai - -
Belanja Barang 3.411.912.566 5.426.507.746 (37,13)

Belanja Modal - 101.897.635 (100,00)
Belanja Bantuan Sosial - -
Jumlah 3.411.912.566 5.528.405.381 (38,28)

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO,- dan
Rp0,- .Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik
dalam bentuk wuang maupun barang yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan
kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai
yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
Realisasi belanja 31 Desember 2019 tidak mengalami
kenaikan ataupun penurunan dari TA 31 Desember 2018. Hal
ini disebabkan karena tidak adanya anggaran Belanja Pegawai

baik di TA 2019 atau TA 2018.

Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018
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Belanja Barang

Rp3.411.912.566,-

NAIK
URAIAN 31-Dec-19 31-Dec-18 (TURUN)
%

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS

Belanja Honorarium

Belanja Lembur

Belanja Vakasi

Jumlah Belanja Kotor

Pengembalian Belanja Pegawai

o|o |0 oo |o |o |o
o|o|o oo |o|o |o

Jumlah Belanja

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp
3.411.912.566,- dan Rp5.528.405.381,-. Realisasi Belanja
Barang per 31 Desember 2019 mengalami penurunan 6,57%
dari Realisasi Belanja Barang TA 31 Desember 2018. Hal ini
antara lain disebabkan karena ada realisasi belanja barang

yang belum terbit SPM/SP2D nya.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018

NAIK
URAIAN REALISASI TA 2019 | REALISASI TA 2018 (TURUN) %

Belanja Bahan 368.102.000 774.295.000 100,00
Belanja Honor Output kegiatan 220.100.000 491.310.000 (55,20)
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 114.234.478 221.179.000 (48,35)
Belanja Langganan Daya Jasa lainnya 0 16.495.246 (100,00)
Belanja Jasa Pos dan Giro - - -
Belanja Sewa 622.709.300 1.577.744.000 (60,53)
Belanja Jasa Profesi 102.300.000 165.800.000 (38,30)
Belanja Jasa Lainnya 440.514.000 570.205.500 (22,74)
Belanja Perjalanan Biasa 100.857.000 508.929.000 (80,18)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 80.250.000 359.550.000 (77,68)
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota - 733.500.000 -
Belanja Perjalanna Dinas Paket Meeting luar kota 530.743.000 7.500.000
Jumlah Belanja Kotor
Pengembalian Belanja

Jumlah Belanja 2.579.809.778 5.426.507.746 (52,46)
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Belanja Modal
RpO,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan
Rp101897.635,-. Belanja modal merupakan pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang

memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada per 31 Desember 2019
mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2018
sebesar 100% disebabkan oleh tidak adanya anggaran Belanja

Modal di Tahun Anggaran 2019.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2019 dan TA
31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO,- dan
RpO,-. Realisasi tersebut pada 31 Desember 2019 tidak
mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 31
Desember 2018 Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja
modal tanah baik di TA 2019 atau TA 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018
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URAIAN JENIS BELANJA

30-Jun-19

30-Jun-18

Naik
(Turun) %

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah

Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah

Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah

Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

Jumlah Belanja Kotor

Pengembalian Belanja Modal

Jumlah Belanja

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar RpO,- dan

Rp101.897.635,-, mengalami penurunan dibandingkan TA 31

Desember 2018 sebesar 100%.

Hal ini disebabkan karena

tidak adanya anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin di

Tahun 20109.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN 31-Dec-19 31-Dec-18 NAIK (OTA)URUN)
LCD Projector/Infocus 11.512.364 (100,00)
Televisi 24.498.000 (100,00)
Printer (Peralatan Personal Komputer 10.447.271 (100,00)
Lemari Besi / Metal 49.500.000 (100,00)
Focusinggggg Screen / Layar LCD Pr 5.940.000 (100,00)
Jumlah Belanja Kotor 101.897.635 (100,00)

Pengembalian

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO,- dan
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Rp.0,-. Tidak ada kenaikan atau penurunan Realisasi Belanja
Modal per 31 Desember 2018 dikarenakan tidak adanya
anggaran belanja modal gedung dan bangunan di tahun 2019
dan 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NAIK

URAIAN JENIS BELANJA 31-Dec-19 31-Dec-18 (TURUN) %

Belanja modal gedung dan bang

Jumlah Belanja Kotor

Pengembalian Belanja Modal

Jumlah Belanja

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-
masing sebesar RpO,- dan RpO,-. Realisasi Belanja Modal TA
2018 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibanding TA
2018. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal jalan,
irigasi dan jaringan baik di TA 2019 ataupun di TA 2018

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Per 31 Per 31 Naik
URAIAN JENIS BELANJA Desember (Turun)
2019 Desember 2018 %

Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan
Honor Pengelola Teknis Jaringan
Jumlah Belanja Kotor

Pengembalian Belanja Modal

Jumlah Belanja
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Belanja Bantuan

Sosial Rp.0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainya per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO,- dan
Rp0,-. Tidak ada Realisasi Belanja modal lainnya pada TA
2018 dan TA 20109.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan
RpO. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah
dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat
untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan Dbersifat

selektif. Tidak terdapat Belanja Bantuan Sosial pada TA 2018.
Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NAIK

URAIAN 30-Sep-19 30-Sep-18 (TURUN) %

Kelompok Pendidikan Jaya Maju 0

Kelompok Pendidikan Cenderawasih 0

Jumlah Belanja Kotor 0 0
0
0

Pengembalian

Jumlah Belanja

32



Kas di
Bendahara

Pengeluaran

RpO;_

Kas di
Bendahara

Penerimaan

RpO

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO,-
dan RpO yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan
berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang
berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan
atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal

neraca.Rincian Kas di Bendahara Pengeluaranadalah sebagai

berikut:
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
Keterangan 31-Dec-19 31-Dec-18
Uang Tunai
Jumlah

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar masing-masing
Rp0O dan RpO. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo
uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah
tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya
berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa

Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Keterangan 31-Dec-19 31-Dec-18

Uang Tunai

Jumlah
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Kas Lainnya
dan Setara Kas

RpO

Piutang PNBP
RpO

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar RpO dan

RpO.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara

pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya

dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang

siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau

kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya

dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai

berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018

Keterangan

30-Sep-19

31-Dec-18

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum
Disahkan

Jumlah

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 masing-masing adalah sebesar RpO,-.

dan

Rp.0,-. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan
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pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang
telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:
Rincian Piutang PNBP 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018

Uraian 31-Dec-19 31-Dec-18

Piutang PNBP
Piutang Lainnya

Jumlah

Bagian Lancar C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

TP/TGR
Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan

RpO Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-
masing sebesar RpO0,- dan RpO,-.

Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum
diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo
dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal
pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai
berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/ TGR 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018

No. Nama 31-Dec-19 31-Dec-18
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Bagian Lancar

TPA

RpO,-

Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih —

Piutang Lancar

Rp O

C.6 Bagian Lancar TagihanPenjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per
tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-
masing adalah sebesar RpO,- dan RpO,-. Bagian Lancar TPA
merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu
12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan,

dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018

No Nama 31-Dec-19 31-Dec-18

Nl |WIN|F-

Jumlah -

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih —Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Lancar per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar RpO,-
dan RpO,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Lancar adalah
merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar

yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Lancar

pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:
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Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan
Piutang Bukan Pajak
Lancar - 0.00%
Kurang Lancar - 0%
Diragukan - 0%
Macet - 0%
Jumlah
Bagian Lancar TP/TGR
Lancar - 0.00%
Kurang Lancar - 0%
Diragukan - 0%
Macet 0%
Jumlah
Bagian Lancar TPA
Lancar - 0.00%
Kurang Lancar - 0%
Diragukan 0%
Macet 0%
Jumlah - -
Jumlah Penyisihan Piutang
Tak Tertagih . -

Belanja Dibayar C.8 Belanja Dibayar di Muka

di Muka RpO,-
Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar RpO
dan RpO0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang
masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat
dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun
barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Tidak terdapat
belanja dibayar dimuka pada Tahun Anggaran 2019. Rincian
Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:
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Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018
Jenis 31-Dec-19 31-Dec-18
Pembayaran Sewa Kendaraan
Jumlah
Pendapatan C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

yang Masih Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31

Harus Diterima

RpO,-

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing
adalah sebesar RpO dan RpO, merupakan hak pemerintah atas
pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan
tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang
Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai

berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis 31-Dec-19 31-Dec-18
Pendapatan Jasa Pelatihan
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

Jumlah
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Persediaan RpO

Tagihan
TP/TGR

RpO

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 masing-masing adalah sebesar RpO,- dan RpO,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis 31-Dec-19 31-Dec-18

Barang Konsumsi
Barang untuk Pemeliharaan

Suku Cadang
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada
Masyarakat

Persediaan Lainnya

Jumlah

Tidak terdapat barang persediaan di TA 2019.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
masing-masing sebesar RpO dan RpO. Tuntutan
Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat
kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang
mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti
Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara

karena kelalaiannya.
Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

39



Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai
berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018

No Debitur 31-Dec-19 31-Dec-18
1 -
2
3 |-
4
5 -
6
Jumlah = -
Tagihan C.12 Tagihan Penjualan Angsuran
Penjualan
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)per 31 Desember
Angsuran
2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar
RpO RpO dan RpO. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan
kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset
tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing
debitur adalah sebagai berikut:
Rincian Tagihan TPA 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
No Debitur 31-Dec-19 31-Dec-18
1
2
3
a4
5
Jumlah
Penyisihan C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka
Piutang Tak Panjang
Tertagih —

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka
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Piutang Jangka
Panjang

RpO

Tanah

RpO

Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
adalah masing-masing sebesar RpO dan Rp0O. Penyisihan
Piutang Tak Tertagih— Piutang Jangka Panjang merupakan
estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang

ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih— Piutang Jangka
Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai

berikut:

Rincian Penyisthan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka
Panjang TA 2019

Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Panjang Penyisihan Penyisihan
Tagihan TP/TGR
Lancar - 0.00%
Kurang Lancar - 0%
Diragukan - 0%
Macet - 0%
Jumlah
Tagihan PA

Lancar

Kurang Lancar
Diragukan
Macet

Jumlah

Jumlah Penyisihan Piutang
Tak Tertagih

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0 dan RpO.
Tidak terdapat asset tetap berupa tanah baik di 31 Desember
2019 maupun di 31 Desember 2018.
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Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019 0
Mutasi tambabh:
Pembelian 0
Mutasi kurang:
Revaluasi aset -
Penyitaan pengadilan
Saldo per 30 juni 2018

Peralatan dan C.15 Peralatan dan Mesin

Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember

RpoO,- 2019 dan 31 Desember 2018 adalah RpO,- dan
Rp101.897.635,-. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut
dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 -
Mutasi tambah:
Pembelian -
Hibah Barang -
Transfer Masuk
Koreksi tambah
Mutasi kurang:
Penghentian dari penggunaan
Saldo per 31 Desember 2019 -

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019

Nilai Buku per 31 Desmber 2019 -

Gedung dan C.16 Gedung dan Bangunan
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Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31
. Desember 2018 adalah RpO,- dan RpO,-. Mutasi transaksi
P

terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan

adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 -

Mutasi tambah:
Pembangunan tambahan ruang kelas -
Mutasi kurang: -

er =

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019 -
Nilai Buku per 30 Juni 2019 =

Jalan,Jaringan  C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

dan Irigasi RpO Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan
RpO. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 -

Mutasi tambah:
Penambahan jaringan teknologi informasi -
Mutasi kurang: -

Saldo per 30 Juni 2019 -
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019 -
Nilai Buku per 30 Juni 2019 -

Aset Tetap C.18 Aset Tetap Lainnya



Lainnya

RpO

Konstruksi
Dalam

Pengerjaan RpO

Akumulasi
Penyusutan

Aset Tetap

RpO,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap
Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah
RpO dan RpO.Aset tetap tersebut berupa barang bercorak
kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset
tetap ini untuk Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel

berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 0
Mutasi tambah:

Mutasi kurang:

Saldo per 30 Juni 2018

Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019
Nilai Buku per 31 Desember 2019

(=l =1E=R =]

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO
dan RpO,- Tidak terdapat KDP di 31 Desember 2019

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing RpO dan
RpO0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi
sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama

masa manfaat aset yang bersangkutanselain untuk Tanah dan
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Aset Tak
Berwujud RpO

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai
berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

30 Juni 2019

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akumulasi Penyusutan Nilai Buku

Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Akumulasi Penyusutan

Alw ]

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada

Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 31 Desember 2018 adalah RpO,- dan RpO,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi
dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak
Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Banten (03) berupa software yang digunakan untuk
menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap
Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai
berikut:



Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018

Mutasi tambah:
Pembelian

Mutasi kurang:
Saldo per 30 Juni 2019 5
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019

Nilai Buku per 31 Desember 2019 -

Aset Lain-Lain C.22 Aset Lain-Lain

RpO
Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah RpOdan RpO. Aset Lain-lain merupakan Barang
Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat
dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun
mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:
Saldo per 31 Desember 2018 -
Mutasi tambah:
- reklasifikasi dari aset tetap -
Mutasi kurang:
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan -
- penghapusan BMN -
Saldo per 30 Juni 2019 -
Akumulasi Penyusutan -
Nilai Buku per 30 Juni 2019 -
Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi
penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan
Keuangan ini.
Akumulasi C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
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Penyusutan dan
Amortisasi Aset

Lainnya RpO

Uang Muka dari
KPPN RpO,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing RpO dan
Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra
akun Aset Lainnya  yang disajikan berdasarkan
pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019

adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Aset Tetap Nilai Perolehan Penyusutan/ Nilai Buku
Amortisasi

Aset Tak Berwujud
Software

Jumlah 0 0

Aset Lain-lain

o|lo|lo|o

Jumlah 0 0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan
dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.
Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak

terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,- dan RpO.
Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau
Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN
sebagai uang muka kerjadan masih berada pada atau dikuasai

oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.
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Utang kepada
Pihak Ketiga

RpO

Pendapatan
Diterima di

Muka

RpO

Beban yang
Masih Harus

Dibayar RpO

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 masing-masing sebesar RpO,- dan RpO,-.
Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih
harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga
lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak

tanggal pelaporan.

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO,-
dan RpO,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan
pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun
barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan
Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi
akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu

tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian Jumlah

Total -

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 sebesar RpO,- dan RpO,- merupakan
kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal

pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan
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Ekuitas

Rp0,-

Pendapatan

PNBP

RpO

rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 31
Desember 2019 dan TA 31 Desember 2018

Uraian 30-Sep-18 31-Dec-18

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Jumlah

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah
masing-masing sebesar Rp0,- dan RpO,-. Ekuitas adalah
kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar RpO dan
Rp0. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NAIK
URAIAN 31-Dec-19 31-Dec-18 | (TURUN)
%

Pendapatan Jasa
Pendapatan Lain-lain

Jumlah 0 0

Tidak terdapat pendapatan Negara Bukan Pajak Baik di 31 Desember
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Beban Pegawai

Rp0,-

Beban
Persediaan RpO

2019 maupun 31 Desember 2018.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO. Beban Pegawai
adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun
barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan
pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN 31-Dec-19 31-Dec-18
Beban Gaji 0 0
Beban Tunjangan-tunjangan 0 0
Beban Honorarium dan Vakasi 0 0
Beban Lembur 0 0

Jumlah 0 0

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO. Beban
Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-
barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik
yangdipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan
untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut:

Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018
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Beban Barang
dan Jasa

Rp2.399.786.566

NAIK
URAIAN 31-Dec-19 31-Dec-18 (TURUN)
%

Beban Persediaan Konsumsi 0 0
Beban Persediaan untuk Tujuan 0
Strategis/Berjaga-jaga 0
Beban Persediaan Lainnya 0 0

Jumlah 0 0

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah masing- masing sebesar Rp2.399.786.566,- dan
Rp3.817.028.746,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang
dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka
penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban
yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak

menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018
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Beban
Pemeliharaan

RpO

URAIAN JENIS BEBAN 31-Dec-19 Pengemblahan 31-Dec-18
Belanja

Beban Barang Operasional Lainnya 0 0
Beban Bafan 493,063,000 T74.295.000
Beban Honor Output Kegiatan 406,620,000 491,310,000
Betian Barang Non Operasional Lainnya 123.455.266 220179000
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 0 16.495.246
Beban Jasa Pos dan Giro 0 0
Beban Sewa 670.709.300 L577.744,000
Beban Jasa Profesi 191,700,000 165.800.000
Bebian Jasa Lainnya 514.239.000 570.205500

Jumlah 1.399.786.566 0f 3817.028.746

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan RpO,-. Beban Pemeliharaan
merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset
tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada
pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan

untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN 31-Dec-19 | PENGEMBALIAN | 31-Dec-18
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Beban Pemeliharaan Lainnya
Jumlah 0 0
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Beban
Perjalanan
Dinas

Rp1.012.126.000,

Beban Barang

untuk

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
adalah masing-masing sebesar Rp1.012.126.000,- dan
Rp1.609.479.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi
untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan
jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi
rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian
Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN 31-Dec-19 Pengem b.allan 31-Dec-18
Belanja
Beban Perjalanan Biasa 131.203.000 0 508.929.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 222.900.000 0 359.550.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 0 0 733.500.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 658.023.000 0 7.500.000
Jumlah 1.012.126.000 0 1.609.479.000

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember
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Diserahkan
kepada
Masyarakat

RpO

Beban Bantuan

Sosial Rp0O

2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan
Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan
beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat

yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NAIK
URAIAN JENIS BEBAN 30-Jun-19 30-Jun-18 (TURUN)
%

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada

0,00
Masyarakat/Pemda
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada

0,00
Masyarakat/Pemda

Jumlah 0 0f 0,00

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO. Beban bantuan sosial
merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa
kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan
bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya
penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2019 dan
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Beban
Penyusutan dan

Amortisasi RpO

Beban

Penyisihan

31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN 31-Dec-19 31-Dec-18 (UTA]UI\IIQ?JIE)
Behan Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial 0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 0,00
Jumlah 0 0f 0,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan
Rp5.668.919,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat
alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi
penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban
Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018

NAIK

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 31-Dec-19 31-Dec-18 (TURUN) %

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (5.668.919)
Behan Penyusutan Gedung dan Bangunan
Behan Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan
Behan Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Penyusutan = (5.668.919)

Beban Amortisasi Software
Beban Penyusutan aset lain-lain
Jumlah Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi - (5.668.919)

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
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Piutang Tak Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk

Tertagih RpO mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO
dan RpO.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember

2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NAIK
URAIAN JENIS BEBAN 31-Dec-19 31-Dec-18 (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar 0 0 0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar 0 0 0,00
Jumlah 0 0 0,00
Surplus dari D.12 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non
' Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan
Operasional

Roo dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas
pPY;-

pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31

Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NAIK
URAIAN 31-Dec-19 31-Dec-18 (TURUN)
%
Penjualan Alat Angkut Darat
Penjualan Alat Kantor
Selisih Kurs
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 0 0 0,00
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*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan
penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini
tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In
First Out (FIFO)

Pos Luar Biasa D.13 Pos Luar Biasa

RpO)_
Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak

sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali
entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NAIK

URAIAN 31-Dec-19 31-Dec-18 (TURUN) %

Pendapatan PNBP

Beban Perjalanan Dinas

Beban Persediaan
Jumlah

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS

Ekuitas Awal E.1 Ekuitas Awal
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RpO,-

Defisit LO

(Rp3.411.912.566,-)

Penyesuaian

Nilai Aset

RpO,-

Koreksi Nilai
Persediaan

RpO,-

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah

masing-masing sebesar RpO,- dan RpO,-.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar
(Rp3.411.912.566,-) dan (Rp5.432.176.665,-). Defisit LO
merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan
operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan

pos luar biasa.

E.3.1Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018  adalah
sebesar Rp0,- dan RpO,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan
hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan

kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai
persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam
pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2018 dan
31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar RpO,-
dan RpO,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun

2019 adalah sebagai berikut:
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Selisih
Revaluasi Aset

TetapRpO

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0O

Koreksi Lain-

Lain RpO

Rincian Koreksi Nilai Persediaaan

Jenis Persediaan Koreksi

Barang Konsumsi -
Suku Cadang -

Jumlah -

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul
pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih
Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018  adalah masing-
masing sebesar RpO dan RpO.

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2019  dan 31 Desember 2018
adalah sebesar RpO dan RpO. Koreksi ini berasal dari
transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang

bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

per 31 Desember 2019

Jenis Aset Tetap Nilai Koreksi

Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan

Jumlah _

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar
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Transaksi Antar
Entitas
Rp3.411.912.566,

RpO dan RpO. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang
terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas
pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang

dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban Jumlah Koreksi

Koreksi Beban
Koreksi Pendapatan
Koreksi Piutang
Koreksi Kewajiban
Koreksi Hibah

Jumlah -

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018  adalah masing-
masing sebesar Rp3.411.912.566,- dan Rp5.432.176.665,-.
Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan
dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar

KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Nilai
Diterima dari Entitas Lain
Ditagihkan ke Entitas Lain 3.411.912.566

Transfer Masuk -
Transfer Keluar -
Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Jumlah 3.411.912.566

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke
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Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain
merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan
belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada
periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar RpO
sedangkan DKEL sebesar Rp2.579.809.778,-

E.4.2Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan
aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal

KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019

sebesar RpO,- terdiri dari:

No Jenis Entitas Asal Nilai

Jumlah

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31

Desember 2019 sebesar RpO.

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian
Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas
pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang
maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah

dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai
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Ekuitas Akhir
RpO,-

dengan tanggal 31 Desember 2019  sebesar RpO-. dari total
RpO,- yang diterima sepanjang tahun 2019. Pengesahan
Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas
pencatatan  pengembalian  hibah  langsung  entitas.
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan

tanggal 31 Desember 2019 adalah RpO.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2019 adalah sebagai

berikut:
No Pemberi Hibah Bentuk Hibah Nilai Hibah
1
2
Total Pengesahan Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah Rp -
Jumlah Rp -

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018  adalah masing-masing sebesar RpO,-

dan RpO,-
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F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening 00840100264303

Nama Rekening BPG020 KNWL HUKUM DAN
HAM BANTEN 648990

Nama Bank BRI CABANG SERANG
Surat Izin S-229/WPB.11/KP.020/2015
Tanggal 17-02-2015

- Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2019

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.KU.03.03-055 Tahun
2019 Tentang Perubahan atas Keputusan Kantor Wilayah
Kementerin Hukum dan HAM Banten Nomor W12.KU.03.03-
143 Tahun 2016 tentang Perubahan Pejabat Pembuat
Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
(PPSPM/Penguji SPP), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja
Pegawai, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) serta staf Pengelola
Keuangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Banten TA 2019, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun
Anggaran 2016 :

KPA : Imam Suyudi, Bce.IP, SH, MH
PPK : Agus Suryana, SH, MH
Bendahara : Galuh Purbaya, S.Pt
- Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan di TA 2019 antara
lain:

Kegiatan yang telah dilaksanakan Januari-Desember TA 2019.
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5251.001. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM
UMUM PADA KANTOR WILAYAH.

5251.001.001. LAYANAN FIDUSIA
051. Digitalisasi Arsip Layanan Fidusia

e Pelaksanaan Digitalisasi Asip Fidusia Pada
Bulan Mei 2019

053. Sosialisasi Layanan Jaminan Fidusia

e Pembelian ATK

e Pelaksanaan Sosialisasi Layanan Fidusia
Sebanyak 4 kali Pelaksanaan dari total 4
Kegiatan

5251.001.002. LAYANAN KEWARGANEGARAAN

051. Pengkajian dan Verifikasi Data Kewarganegaraai

e Pembelian ATK

e Pelaksanaan Pengkajian dan Verifikasi Data
kewarganegaraan sebanyak 1 kali dari 2
kegiatan

e Pembayaran Honorarium Tim Pengkajian dan
Verifikasi Kewarganegaraan RI

052. Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan

e Pembelian ATK

053. Sosialisasi Layanan Kewarganegaraan

e Pembelian ATK

e Pelaksanaan Sosialisasi Layanan
Kewarganegaraan sebanyak 2 kali dari 2
kegiatan

5251.001.003. LAYANAN KENOTARIATAN

051. Pelantikan Notaris
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e Pembelian ATK

e Pelaksanaan Pelantikan Notaris sebanyak 6
kali dari 15 kegiatan

052. Sosialisasi Layanan Kenotariatan
e Pembelian ATK

e Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Layanan
Kenotariatan sebanyak 2 kali dari 5 Kegiatan

5251.001.004. LAYANAN AHU LAINNYA
051. Pelantikan PPNS

e Pembelian ATK

e Pelaksanaan Pelantikan PPNS sebanyak 1
Kali dari 2 kegiatan

052. Sosialisasi Layanan AHU Lainnya

e Pembelian ATK

e Pelaksanaan Sosialisasi Layanan AHU
lainnya sebanyak 3 Kali dari 4 kegiatan

5251.001.004. PEMANTAUAN DAN KOORDINASI
051. Koordinasi dengan Instansi Lain

e Pelaksanaan Koordinasi ke instansi Lain
terkait Kegiatan sosialisasi sebanyak 9 Kali
dari 15 Kegiatan

052. Koordinasi dengan Unit Pusat

e Pelaksanaan Koordinasi ke Unit Pusat
sebanyak 5 Kali dari 15 Kegiatan

5251.002. LAYANAN MKNW, MPW DAN MPD NOTARIS
051. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

e Pembelian ATK

e Pelaksanaan Sidang MKNW di Kantor Wilayah
Sebanyak 8 kali dari 30 Kegiatan

e Pembayaran Honorarium MKNW

052. Tim Evaluasi dan Investigasi Notaris
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Pembayaran Honorarium Tim Evaluasi dan
Investigasi Notaris.

053. Majelis Pengawas Wilayah

Pembelian ATK
Pembayaran Honorarium MPW

Pelaksanaan Sidang MPW di Kantor Wilayah
Sebanyak 1 kali dari 30 Kegiatan

053. Majelis Pengawas Wilayah

Pembelian ATK
Pembayaran Honorarium MPW

Pemeriksaan Protokol Notarsi Oleh masing-
masing MPD di Tiap Kabupaten atau Kota di
wilayah Banten.

5251.003. DUKUNGAN LAYANAN AHU DI WILAYAH

051.

051. Publikasi Layanan AHU

Penayangan Iklan Layanan AHU melalui
media cetak sebanyak 1 kali dari 3 kegiatan

Penayangan Iklan layanan melalui radio di
wilayah Pandeglang dan Kota Serang

Pelaksanaan Talkshow radio di wilayah
Banten sebanyak 3 kali dari 8 kegiatan

Penyediaan Peralatan dan Fasilitas Penunjang
Pelayanan Jasa Hukum di Wilayah

Pengadaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Eselon II

dan Penunjang Pelayanan Jasa Hukum senilai Rp

334.081.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan 1
Februari 2019 s/d 31 Desember 2019.
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Daftar Pengguna Kendaraan Operasional

NO NOMOR NAMA JABATAN KET
KENDARAAN PENGGUNA PENGGUNA
1. B 1547 WBF Sri Kurniati Kadiv Toyota
Handayani Yankum Corolla Altis
Pane, 1.8 VAT
SH.,MH
2. B 1165 WMW | Eko Saputro, Kabid Avanza 1.13
SH.,MH Yankum Veloz A/T
3. B 1434 GKM Rahadyanto, Kasubbid Avanza 1.13
S.Kom.,M.Si AHU Veloz A/T
4. B 1125 WMU Oprasional Avanza 1.13
G AT

TANGGAPAN EVALUASI ATAS KINERJA DAN PENGGUNAAN
ANGGARAN PROGRAM AHU PADA DIVISI PELAYANAN
HUKUM DAN HAM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM BANTEN TAHUN 2019

A. Hasil Evaluasi atas Kinerja Tugas Pokok dan Fungsi Divisi

Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Banten.

1. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Administrasi
Hukum Umum pada Sub Bidang Pelayanan AHU belum

seluruhnya didukung dengan SOP yang memadai.
Tanggapan :

Seiring perubahan layanan secara manual menjadi
online, beberapa layanan yang masih dilaksanakan di

Kantor Wilayah dibuatkan SOP baru, seperti layanan
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permohonan kewarganegaraan, permohonan sumpah
dan pelantikan notaris, dan permohonan sumpah dan

pelantikan PPNS.

Adapun layanan yang kini telah dilakukan secara
online, tentunya SOP-nya mengalami perubahan karena
tidak dilayani melalui Kantor Wilayah lagi, seperti
Jaminan Fidusia, badan hukum, kewarganegaran, dan

lain-lain.

Telah disampaikan saat wawancara, bahwa Kantor
Wilayah Banten belum menerima pendampingan dari
Ditjen AHU selaku unit pembina terkait penyusunan
dan penetapan standar pelayanan dan standar
operasional prosedur induk atas pelaksanaan tugas
Program Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah.
Untuk itu pelayanan yang dilakukan di Kantor Wilayah
Banten masih mengacu kepada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintahan.

. Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Pelaksanaan
Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum
pada Sub Bidang Pelayanan AHU belum sesuai

ketentuan.
Tanggapan :

Laporan Kinerja Sub Bidang Pelayanan AHU Kantor

Wilayah Banten per bulan sebenarnya telah disusun
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tiap bulannya (Januar s.d. Nopember), per triwulan,
serta draft laporan kinerja (LKIP) Tahun 2019,

sebagaimana telah disampaikan

saat wawancara. Namun, agar tercapai kesesuaian
format Laporan Kinerja Bulanan dan Laporan Kinerja
(LKIP) dengan yang telah ditetapkan oleh Ditjen AHU,
Kantor Wilayah Banten mengharapkan adanya
pendampingan berupa sosialisasi dan pelatihan dari

Ditjen AHU terkait peyusunan laporan dimaksud.

. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Layanan Administrasi
Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Banten belum dilakukan secara efektif.
Tanggapan :

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Layanan
Kewarganegaraan di wilayah Provinsi Banten Tahun
2019 melibatkan peserta yang berasal dari unsur
aparatur kecamatan, aparatur kelurahan/desa, para
tokoh masyarakat, Ketua RT, Ketua RW serta unsur
masyarakat lainnya. Pada tahun anggaran sebelumnya,
Kantor Wilayah Banten sebenarnya telah melibatkan
unsur dari Dinas Dukcapil, Imigrasi dan LSM. Namun,
memang pada tahun 2019 ini tidak melibatkan secara
khusus karena bermaksud untuk lebih menjangkau ke
lingkungan terdekat dari pemohon pewarganegaraan.
Agar para stakeholders di daerah dapat memahami
proses pewarganegaraan dari Kementerian Hukum dan
HAM terhadap permohonan dari warganya yang WNA.
Hal ini akan dijadikan masukan bagi Kantor Wilayah

Banten, agar dalam pelaksanaan sosialisasi berikutnya
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dapat melibatkan unsur lainnya, khususnya LSM /
Perkumpulan yang mewadahi para masyarakat

perkawinan campur.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Layanan Fidusia di
wilayah Provinsi Banten Tahun 2019 melibatkan
peserta yang berasal dari unsur aparatur penegak
hukum (kepolisian), lembaga pembiayaan, aparatur
kecamatan, aparatur kelurahan/desa, para tokoh
masyarakat, Ketua RT, Ketua RW serta unsur
masyarakat lainnya. Evaluasi dari Tim Itjen dan Ditjen
AHU akan dijadikan masukan bagi Kantor Wilayah
Banten, agar dalam pelaksanaan sosialisasi berikutnya
dapat melibatkan unsur lainnya yang juga memiliki
potensi melakukan pinjaman kredit yaitu lembaga

keuangan koperasi dan lembaga pegadaian.

Belum tersedianya laporan kegiatan yang memadai
pada tiap kegiatan memang sebagaimana yang telah
disampaikan. Jadwal pelaksanaan kegiatan yang cukup
padat sementara personil pelaksana pada Sub Bidang

Pelayanan AHU yang

terbatas (terdiri dari 1 JFT, 2 JFU, dan 1 BPP) memang
sangat berdampak terhadap penyiapan laporan kegiatan
secara utuh dan tepat waktu. Hal ini akan menjadi
evaluasi dan perbaikan di masa mendatang, dengan
berupaya untuk menambah personil pada Sub Bidang

Pelayanan AHU.
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4. Penyelanggaraan Program Administrasi Hukum Umum
di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Banten belum didukung dengan data informasi PNBP di

wilayah Banten
Tanggapan :

Sesuai hasil evaluasi, bahwa memang benar Kantor
Wilayah hanya memiliki akses monitoring PNBP untuk
Fidusia di wilayah Provinsi Banten (melalui
fidusia.ahu.go.id). Sementara monitoring PNBP untuk
layanan kenotariatan, kewarganegaraan, dan badan

hukum, Kantor Wilayah belum memiliki aksesnya.

S. Pelaksanaan kegiatan Publikasi Layanan Administrasi
Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Banten telah dilakukan dengan baik namun

belum optimal
Tanggapan :

Publikasi Layanan Administrasi Hukum Umum yang
telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Banten meliputi media cetak dan
media elektronik. Publikasi melalui media elektronik
yang dilakukan pada tahun 2019 ini meliputi talkshow
di radio dan videotron. Sementara melalui televisi
pernah dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya.
Seiring era penyampaian informasi yang cepat kian
dibutuhkan, Sub Bidang Pelayanan AHU selaku salah
satu unsur kontributor berita dari Humas Kantor
Wilayah Banten, juga senantiasa menampilkan berita-
berita pelaksanaan kegiatan dan ditampilkan ke situs
resmi Kanwil Banten (banten.kemenkumham.go.id)
serta media sosial seperti : facebook (Kemenkumham

Banten), instagram (Kantor Wilayah Kementerian
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Hukum & HAM Banten), Twitter
(@humas_kumhamban), Youtube (Humas Kanwil

Kemenkumham Banten).

. Pelaksanaan kegiatan MKNW, MPW dan MPD serta Tim
Investigasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

HAM Banten belum dilakukan secara efektif.

1) SK Menteri Hukum dan HAM mengenai Anggota
MKNW yang diterima dari Ditjen AHU perlu
ditindaklanjuti dengan SK dari Kakanwil mengenai
besaran honorarium berdasarkan SBM, hal ini akan
menajdi bahan perbaikan bagi kami. Namun Kanwil
Banten dan seluruh Kanwil se-Indonesia sempat
memberikan honorarium anggota sebagaimana
tertera pada DIPA (kelebihan bayar). Sementara
asumsi kami, bahwa honorarium pada DIPA Tahun
2019 sudah sesuai dengan SBM karena telah
melewati proses penelaahan oleh Ditjen AHU dan
APIP. Untuk itu harapan kami agar ke depannya
tidak kembali menjadi masalah di kemudian hari

bagi seluruh Kantor Wilayah.

2) Diharapkan menjadi evaluasi dan perbaikan bagi
Ditjen AHU terkait uraian tugas dan kewajiban
MPWN yang tertera pada SK Menteri Hukum dan
HAM mengenai Pengangkatan Anggota MPWN.

3) Akan menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami
terkait uraian tugas dan kewajiban MPD tertera
pada SK Kepala Kantor Wilayah mengenai
Pengangkatan Anggota MPD.
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4)

5)

1)

2)

3)

Akan menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami
terkait pencairan honor MPW yang selain
menyampaikan dokumen kegiatan harus dilengkapi

dengan Laporan MPW kepada MPP per bulannya.

Akan menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami
terkait pencairan honor MPD yang harus dilengkapi

dengan Laporan MPD kepada MPW per bulannya.

Untuk itu diharapkan agar Ditjen AHU dalam hal ini
Sub  Direktorat Notariat dapat memberikan

perbaikan atas :

SK tentang Anggota MKNW (bagi Kakanwil dan
Kadiv Yankumham) agar menyebutan jabatan
(bukan nama) sehingga memudahkan pencairan

saat terjadi alih tugas jabatan.

SK tentang Anggota MPWN (bagian Menimbang)

terkait dasar penggunaan honor kegiatan.

Format baku Laporan Bulanan MKN, MPW, MPD

. Pelaksanaan target kinerja pada Sub Bidang Pelayanan

AHU sudah memenuhi Target Kinerja Divisi Pelayanan

Hukum dan HAM, namun masih belum optimal.

Pelaksanaan Target Kinerja Divisi Pelayanan Hukum

dan HAM telah dilaksanakan sesuai target kinerja yang

ditetapkan. Adanya kekurangan yang disampaikan

dalam evaluasi akan dijadikan bahan evaluasi dan

perbaikan oleh Kantor Wilayah Banten.
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8. Anggaran kegiatan layanan AHU di wilayah tahun
anggaran 2019 pada Sub Bidang Pelayanan AHU Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM Banten belum terserap

dengan optimal.
Tanggapan :

Penyerapan anggaran telah terealisasi namun belum
optimal karena ada kegiatan yang dalam proses

pelaksanaan (saat evaluasi oleh tim), meliputi :
e Talkshow radio (penambahan kegiatan)

* Pembayaran honorarium Tim Investigasi, MPW,

MPD Bulan Oktober s.d. Desember 2019.

* Verifikasi permohonan pewarganegaraan
*  Sumpah dan Pelantikan Notaris

* Rakor MPW dan MPD

* Revisi anggaran untuk membantu kegiatan

Penerimaan CPNS.

B. Hasil Evaluasi atas Penggunaan Angagran Program AHU
pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah

Banten.

1. Terdapat penggunaan anggaran kegiatan AHU yang
belum tertib dan belum didukung dengan bukti

pertanggungjawaban yang memadai.
Tanggapan :

Adanya beberapa pertanggungjawaban yang belum
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lengkap saat disajikan pada saat evaluasi (terkait
kekurangan surat tugas, kurang materai, bukti setor
pajak, notula kegiatan, dan lain-lain) saat ini telah
kami lengkapi. Bukti-bukti pertanggungjawaban
tersebut saat evaluasi belum seluruhnya dipegang oleh

bendahara, sehingga belum dapat tersaji saat evaluasi.

Adanya pengembalian kelebihan bayar untuk
honorarium tim dan transpor lokal, telah
ditindaklanjuti dan disetorkan kembali ke bank pada
tanggal 12 Desember 2019 (bukti setor telah
disampaikan kepada tim). Hasil evaluasi ini akan
menjadi bahan perbaikan bagi kami agar ke depan

dapat lebih tertib administrasi.

Terdapat penggunaan anggaran kegiatan AHU yang

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tanggapan :

Adanya beberapa pertanggungjawaban yang belum
dapat disajikan pada saat evaluasi untuk voucher
bahan bakar kendaraan, dokumen pendukung
pemberian honor MPW dan MPD, pertanggungjawaban
kegiatan (konsumsi, snack, spanduk) dan lain-lain
telah kami penuhi. Saat evaluasi belum seluruhnya
dipegang oleh bendahara, sehingga saat itu belum
dapat disajikan. Namun saat ini telah dapat dipenuhi
dan dilengkapi. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan
perbaikan bagi kami agar ke depan dapat lebih tertib

administrasi.
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Demikian tanggapan evaluasi atas kinerja dan
penggunaan anggaran Program AHU pada Divisi
Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten yang dibuat

dengan sebenar-benarnya.
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Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap

Untuk Periode yang Berakhir pada 30 September

Masa |. . Akm. Peny. Beban Peny. Akm. Peny. Nilai Buku
Aset Tetap lilai Peroleha y y y

Manfaat Per 31-12-2017 Tahun 2017 Per 31-12-2017 per 31-12-201

Tanah
Tanah

Jumlah
Peralatan dan Mesin
Alat Angkutan Darat Bermotor
Alat Kantor
Alat Rumah Tangga
Alat Komunikasi
Komputer Unit
Peralatan Komputer
Peralatan Olah Raga

Jumlah
Gedung dan Bangunan
Bangunan Gedung Tempat Kerja
Bangunan Gedung Tempat Tinggal

Jumlah 0 = = = S

Jaringan
Jaringan Listrik
Jaringan Telepon
Jumlah
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Jumlah
Aset Tetap Lainnya
Barang bercorak kesenian

Jumlah 0 - - - -

2019 Total - - - - - %
Beban Amortisasi
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KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM BANTEN
. (DIREKTORAT JENDERAL
i PEMASYARAKATAN/ 013.05)

LaporanKeuanganWilayah
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019




KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) adalah salah
satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang
berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun
laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester |l Tahun Anggaran 2019 Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan
Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu

menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester Il Tahun Anggaran 2019 ini diharapkan dapat
memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya
sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan
transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Banten (013.05) Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan
untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam

usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, 07 Februari, 2020
Kuasa Pepgguna Ahggaran,

NIR. 1963120¥1987031001
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PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Banten (013.05) tingkat wilayah selaku UAPPA-W yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi
Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan
(e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester Il Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan

Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi

serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 07 Februari 2020

Kuasa Pengﬁ;una A ggaran,

/|
J

am qu/udl
6312071987031001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05)
Semester Il Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan
berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran
dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja

selama periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 .

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan
Negara Bukan Pajak sebesar Rp400.428.180 atau mencapai 449 persen dari
estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp89.100.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rpl179.864.612.154 atau mencapai 99 persen dari alokasi anggaran sebesar
Rp181.549.713.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas pada 31 Desember 2019 . Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan
disajikan sebesar Rp749.651.610.762 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar
Rp4.321.369.988; Aset Tetap (neto) sebesar Rp745.002.19.074; Piutang Jangka
Panjang (neto) sebesar RpO; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp328.101.700.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rpl1.830.272.475 dan
Rp747.821.338.287.

3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari

operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa,

pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.




Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp340.426.427, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar
Rp209.097.329.469 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai
(Rp208.756.903.042). Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar
Biasa masing-masing sebesar Rp147.051.971 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-
LO sebesar (Rp208.609.851.071).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019
adalah sebesar Rp758.792.115.522 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp208.609.851.071)
kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp10.548.673.672 dan Transaksi Antar
Entitas senilai Rp192.364.737.000 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember
2019 adalah senilai Rp747.821.338.287.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula
dalam CalLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan
tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester Il Tahun
2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.




1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.05)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

1-Dec-1 .Dec-
URAIAN CATATAN el ihdhngg e
ANGGARAN REALISASI REALISASI
PENDAPATAN
Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1 89,100,000 400,428,130 449 810,010,834
JUMLAH PENDAPATAN 89,100,000 400,428,180 449 810,010,834
BELANJA
Belanja Pegawai B 75,952,106,000 71,137,746,356 102 71,047,822,687
Belanja Barang B3 104,937,607,000 102,070,510,798 9 68,776,709,057
Belanja Modal B4 660,000,000 656,355,000 99
Belanja Bantuan Sosial BS - . 0
JUMLAH BELANJA 181,549,713,000 179,864,612,154 9 139,824,531,744

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan



II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.05)

NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018
(DalamRupiah)
URAIAN CATATAN 31-Dec-19 31-Dec-18
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran C1 38,660,000 1,800,000
Belanja dibayar dimuka -
Piutang Bukan Pajak 11,768,099 4,273,846
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih/Piutang Bukan Pajak (58,840) (21,369)
Bagian Lancar TP/TGR -
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih/ Piutang TPTGR -
Persediaan C2 4,271,000,729 2,575,718,638
Jumlah Aset Lancar 4,321,369,988 2,581,771,115
ASET TETAP
Tanah C3 361,990,366,000 | 392,423,664,000
Peralatan dan Mesin C4 87,771,569,588 80,929,343,968
Gedung dan Bangunan C5 332,719,695,566 370,531,842,653
Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.6 2,506,348,000 2,506,348,000
Aset Tetap Lainnya Cc.7 181,687,945 231,887,945
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Cc8 (104,676,935,279)|  (88,041,841,938)
Jumlah Aset Tetap 680,492,731,820 | 758,581,244,628
PIUTANG JANGKA PANJANG
Piutang Tuntutan TP TGR - -
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi -
Jumlah Piutang Jangka Panjang - -
ASET LAINNYA
Aset Tidak Berwujud Cc9 -
Aset Lain-Lain C.10 1,693,454,102 1,932,151,250
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya c.11 (1,605,188,272) (1,657,143,691)
Jumlah Aset Lainnya 88,265,830 275,007,559
JUMLAH ASET 684,902,367,638 | 761,438,023,302
KEWAIJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Uang Muka dari KPPN C.12 38,660,000 1,800,000
Pendapatan Diterima Dimuka C.13 5,758,220 5,531,500
Utang kepada Pihak Ketiga C.14 1,785,854,255 2,638,576,280
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 1,830,272,475 2,645,907,780
JUMLAH KEWAJIBAN 1,830,272,475 2,645,907,780
EKUITAS
Ekuitas C.15 683,072,095,163 |  758,792,115,522
JUMLAH EKUITAS 683,072,095,163 758,792,115,522
JUMLAH KEWAIJIBAN DAN EKUITAS 684,902,367,638 761,438,023,302

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan



III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.05)

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31-Dec-19 31-Dec-18

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 340,426,427 318,437,025
JUMLAH PENDAPATAN 340,426,427 318,437,025
BEBAN

Beban Pegawai D.2 77,281,008,356 71,042,017,687

Beban Persediaan D.3 4,047,270,910 3,904,283,000

Beban Barang dan Jasa D.4 91,577,020,331 59,765,873,257

Beban Pemeliharaan D.5 6,928,877,022 5,187,951,619

Beban Perjalanan Dinas D.6 1,153,595,000 1,557,708,000

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat D.7 - 125,000

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.8 27,016,034,101 33,780,283,505

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.9 37,471 (76,150)
JUMLAH BEBAN 208,003,843,191 175,238,165,918

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (207,663,416,764) (174,919,728,893)
KEGIATAN NON OPERASIONAL

Surplus Penjualan Aset Nonlancar 6,213,310 (17,448,860)

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar D.10 44,966,555 10,732,000

Beban Pelepasan Aset Non Lancar D.11 38,753,245 28,180,860

Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Selisih Kurs

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.12 243,917,839 752,729,940

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya D.13 103,079,178 230,256,490

SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 147,051,971 505,024,590

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (207,516,364,793) (174,414,704,303)
POS LUAR BIASA

Pendapatan PNBP - -

Beban Perjalanan Dinas - -

Beban Persediaan - -

SURPLUS/DEFISIT LO (207,516,364,793) (174,414,704,303)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.05)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN CATATAN 31-Dec-19 31-Dec-18

EKUITAS AWAL El 758,792,115,522 714,619,622,174
SURPLUS/DEFISIT LO E2 (207,516,364,793) (174,414,704,303)
KOREKS| YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS E3 5,262,668,220 64,859,682,433

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN £31

KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

PENYESUAIAN NILAI ASET £3.2

KOREKS! NILAI PERSEDIAAN £33 15,525,972 16,128,750

KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI E34 (5,088,312)

SELISIH REVALUASI ASET TETAP £35 (67,645,279,000) 60,362,066,611

KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI £3.6 6,500,742,220 4,481,487,072

KOREKSI LAIN-LAIN £3.7 1,843,836
JUMLAH (61,132,255,284) 64,859,682,433
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E4 192,928,599,718 153,727,515,218
EKUITAS AKHIR ES 683,072,095,163 758,792,115,522

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Banten

Dasar Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. Nomor :
Hukum 28 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Entitas dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.l. , Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.l. adalah Instansi Vertikal
zter:\tcjg:]i: Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05)
mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian
Hukum dan HAM. R.l. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan
Menteri Hukum dan HAM. R.l. dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten
(013.05) berkedudukan di Serang-Banten. Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia berkewajiban untuk melakukan pembinaan Warga
Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara
pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan
dalam tata peradilan pidana (UU No. 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan). Pemasyarakatan memiliki Core Business dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu pembinaan dan pembimbingan
warga binaan pemasyarakatan. Core Business tersebut dilaksanakan
oleh 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yaitu Lembaga
Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan,
dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan
Negara.

Capaian strategis lainnya di bidang pemasyarakatan yang juga sangat
bersinergi dengan percepatan program reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat



Pendekatan
Penyusuna
n Laporan

Keuangan

disebutkan berupa :
1. Program Getting to zero HALINAR di LAPAS/ RUTAN.

2. Pengendalian Isi Hunian Lapas/Rutan.

3. Pelaksanaan Layanan Pemasyarakatan berbasis Informasi
&Teknologi (IT).

4.Program Penguatan Pengawasan Internal Pemasyarakatan dan
Penegakan Kode Etik.

5. Implementasi Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak.
6. Program Getting to zero HIV/AIDS di Lapas, Rutan dan Bapas.
7. Program Bengkel Kerja Produkiif.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Audited Periode 31 Desember 2019 ini merupakan
laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.05) . Laporan ini
dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAl) yaitu serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan

dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Audited Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham
Banten (013.05) Periode 31 Desember 2019 ini merupakan laporan
konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.05) yang meliputi wilayah serta

satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Wilayah Kementerian Hukum
dan Ham Banten (013.05) adalah 15 satuan kerja. Rincian satuan kerja

tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W



Kode Jumlah Jenis Jumla
No Satker Kewenangan h
Wil
Satke
1 2900 | Kantor Wilayah 1 - 1
W Anmnntarian
2 2900 | Lembaga 1 - 1
Damacvaralzata
3 2900 | Lembaga 1 - 1
Dnamacvaralsata
4 2900 | Lembaga 1 - 1
Dnamacvaral/ata
5 2900 | Lembaga 1 - 1
Daoamacvaralzata
6 2900 | Lembaga 1 - 1
Dnamacvaralsata
7 2900 | Lembaga 1 - 1
Dnamacvaral/ata
8 2900 | Lembaga 1 - 1
Daoamacvaralzata
9 2900 | Rumah 1 - 1
Tahanan
10 2900 | Rumah 1 - 1
Tahanan
11 2900 | Rumah 1 - 1
Tahanan
12 2900 | Rumah 1 - 1
Tahanan
13 2900 | Balai 1 - 1
Damacvaralzata
14 2900 | Rumah 1 - 1
Daoanmimnanan
Balai
15 2900 | Pemasyarakata 1 - 1




Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) menerapkan
basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional,
dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan
penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi
yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi
dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang
yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



Dasar

Pengukuran

Kebijakan

Akuntansi

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05)
dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan

menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang

digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan

dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2019 telah
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi
merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang
ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping
itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Banten (013.05) . Di samping itu, dalam penyusunannya telah
diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan
dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Banten (013.05) adalah sebagai berikut:



Pendapatan (1) Pendapatan- LRA
-LRA e Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Negara (KUN).

e Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas
bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

e Pendapatan-LRA  disajikan menurut  klasifikasi  sumber

pendapatan.
Pendapatan (2) Pendapatan- LO
-LO e Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.

e Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan
/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya
ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) adalah sebagai
berikut:

o Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan yang diakui
secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

o Pendapatan dari pemanfaatan BMN lainnya

o Pendapatan Jasa Tenaga (hasil karya napi) yang diakui setelah
hasil karya selesai dilaksanakan.

o Penerimaan kembali uang muka gaji.

o Pendapatan anggaran lain-lain yang diakui pada saat kelebihan
pengembalian sisa uang persediaan TAYL.

o Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



Belanja

Beban

Aset

Aset Lancar

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran,
pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas
pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya
konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau
potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset

Lainnya.

a.

Aset Lancar

e Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan



segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual
dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan

menggunakan kurs tengah Bl pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan
penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima
pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal pelaporan

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan
membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut
didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan
jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas
Piutang

Uraian Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d.
Lancar ) 0.5%
tanggal jatuh tempo

Kurang Lancar | tanggal Surat Tagihan Pertama 10%

Satu bulan terhitung sejak

tidak dilakukan pelunasan

Satu bulan terhitung sejak
Diragukan tanggal Surat Tagihan Kedua 50%
tidak dilakukan pelunasan

1. Satu bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan

Macet ! : 100%
2. Piutang telah diserahkan

kepada Panitia Urusan Piutang
Negara/DJKN




e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah

tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

¢ Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada

tanggal neraca dikalikan dengan:

= harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan
pembelian;

» harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

= harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh

dengan cara lainnya.

AsetTetap b. Aset Tetap

e Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang
dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan
publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

e Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan
atau harga wajar.

e Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan
minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau
lebih dari Rp1.000.000 (tiga ratus ribu rupiah);

b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang
nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000

(sepuluh juta rupiah);

c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai



Penyusutan

Aset Tetap

minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan
sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah,
jalanf/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa

koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

e Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah yang disebabkan antara lain
karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak
berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang
(RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir

direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

e Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada
penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

e Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan
Menteri Keuangan No0.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
No0.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara

Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

e Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah;

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen
sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang

yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk



dilakukan penghapusan.

e Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap

dilakukan  setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan
metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang
dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester

selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang
Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik
Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa anfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik
Modern)

4 tahun




Piutang d.
Jangka

Panjang

Aset e.

Lainnya

Piutang Jangka Panjang

e Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang
diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih
dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai
berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat
direalisasikan.

Aset Lainnya

e Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset

tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset
Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran
yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama
dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi

penggunaannya.

e Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto

yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi
amortisasi.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan
metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB
dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan
berpedoman Keputusan  Menteri Keuangan Nomor:
620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi
Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas



Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Masa Manfaat
Kelompok Aset Tak Berwujud
(tahun)
Software Komputer 4
Franchise 5
Lisensi, Hak Paten Sederhana,
Merk, Desain Industri, Rahasia T
Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu.
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran,
Paten Biasa, Perlindungan 20
Varietas Tanaman Semusim.
Hak Cipta Karya Seni Terapan,
Perlindungan Varietas Tanaman 25
Tahunan
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.Il,
Hak Ekonomi Pelaku -
Pertunjukan, Hak Ekonomi
Produser Fonogram.
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.l 70

e Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar
nilai buku vyaitu harga perolehan dikurangi akumulasi

penyusutan.



Kewajiban

Ekuitas

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwva masa lalu
yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber
daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban
jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak
Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan
Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan

Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu

lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai
kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan
kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari

ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten
(013.05) telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari
DIPA awal. Revisi DIPA terjadi dikarenakan adanya pemutakhiran data penarikan di
halaman Ill DIPA. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis
belanja adalah sebagai berikut:

31-Dec-19
Uraian ANGGARAN ANGGARAN
AWAL SETELAH REVISI
Pendapatan
Penerimaan Perpajakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak 89,100,000
Penerimaan Hibah - -
Jumlah Pendapatan - 89,100,000
Belanja
Belanja Pegawai 65,449,332,000 75,952,106,000
Belanja Barang 100,819,289,000 104,937,607,000
Belanja Bantuan Sosial - -
Belanja Modal 660,000,000 660,000,000
Jumlah Belanja 166,928,621,000 181,549,713,000

RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PER 31 DESEMBER 2019




31-Des-19

Uraian ANGGARAN REALISASI
Pendapatan
Penerimaan Perpajakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak 89.100.000 400.428.180
Penerimaan Hibah - -
Jumlah Pendapatan 89.100.000 400.428.180

Belanja

Belanja Pegawai

75.952.106.000

77.137.746.356

Belanja Barang 104.937.607.000 102.070.510.798
Belanja Bantuan Sosial - -
Belanja Modal 660.000.000 656.355.000

Jumlah Belanja 181.549.713.000 179.864.612.154

REALISASI PERSATKER 31 DESEMBER 2019




No. SATKER ANGGARAN REALISASI %
1 | BAPAS TANGERANG 510.365.000 455.716.492 89
2 | LP SERANG 12.450.719.000 12.547.387.130 101
3 | RUTAN RANGKASBITUNG 5.188.355.000 5.012.369.500 97
4 | LP PEMUDA TANGERANG 35.551.566.000 34.256.541.677 96
5 | LP ANAK PRIA TANGERANG 8.685.709.000 8.587.796.245 99
6 | LP ANAK WANITA TANGERANG 9.638.756.000 9.759.481.522 101
7 | LP WANITA TANGERANG 10.270.571.000 10.083.604.005 98
8 | LP PRIA TANGERANG 38.062.139.000 38.208.819.440 100
9 | RUTAN PANDEGLANG 6.026.025.000 6.173.582.599 102
10 | RUTAN TANGERANG 24.318.626.000 23.614.408.322 97
11 | RUTAN SERANG 10.418.500.000 9.907.847.642 95
12 | BAPAS CIANGIR 266.196.000 263.192.363 99
13 | RUPBASAN 1.808.927.000 1.824.724.654 101
14 | KANWIL KEMENKUMHAM BANTEN 645.180.000 644.880.000 100
15 | BAPAS SERANG 4.344.638.000 4.870.156.808 112
15 | LAPAS CILEGON 13.363.441.000 13.654.103.755 102
181.549.713.000 | 179.864.612.154 99

Realisasi
Pendapatan
Rp400.428.180

B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp400.428.180 atau mencapai 449 persen dari estimasi pendapatan yang
ditetapkan sebesar Rp89.100.000,-.
Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) berasal dari

Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah
pendapatan
pengelolaan BMN, pendapatan jasa, pendapatan denda, dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan Jasa berasal dari hasil karya narapidana.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2019




31 Desember 2019
Uraian o % Real
Anggaran Realisasi Angg.

Pendapatan dari Pengelolaan
BMN 89.100.000 324.817.386 265
Pendapatan Jasa 61.715.188
Pendapatan Denda 927.314
Pendapatan Lain-lain - 12.968.292

Jumlah 89.100.000 400.428.180 449

Pendapatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05)

terdiri dari :
31-Des-19

=G Anggaran Realisasi
Rutan Serang - 16.916.869
LP Anak Pria Tangerang - 71.903.022
LP Wanita Tangerang - 12.941.488
LP Pria Tangerang 89.100.000 109.460.980
LP Pemuda Tangerang - 75.939.031
LP Serang = 23.913.642
LP Anak Wanita Tangerang - 25.786.926
LP Klas Il Cilegon - 16.619.364
Rutan Pandeglang - 4.566.600
Bapas Serang - 200.000
Rupbasan - 762.854
Rutan Tangerang - 34.297.758
Rutan Rangkasbitung - 7.115.996
Bapas Ciangir 3.650
Kanwil Kemenkumham Banten - -

Jumlah 89.100.000 400.428.180

1. Realisasi pendapatan pada LP Serang Rp23.913.642 terdiri pendapatan dari

Pemindahtanganan BMN Lainnya Rp9.100.000,- Pendapatan sewa tanah,

gedung dan bangunan Rp10.932.586,- Pendapatan dari pemanfataan BMN

Lainnya Rp3.880.750, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL Rp.306,-.

2. Realisasi pendapatan pada Rutan Pandeglang Rp4.566.600,-terdiri dari

pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.566.600,-

3. Realisasi pendapatan pada Rutan Rangkasbitung Rp7.115.996,- terdiri dari

pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Rp6.194.412 -

penerimaan kembali belanja barang TAYL Rp921.584,-.

dan




»

10.

11.

Realisasi pendapatan pada Lapas Pemuda Tangerang Rp.75.939.031,-
terdiri dari pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar
Rp20.010.000-, pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan
Rp32.228.900,-, Pendapatan dari pemanfataan BMN Lainnya Rp17.300.000,-
, Pendapatan jasa lainnya sebesar Rp6.400.000,-, dan penerimaan kembali
belanja barang TAYL sebesar 131,-.

Realisasi pendapatan pada Lapas Khusus Anak Tangerang Rp71.903.022,-
berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar
Rp29.352.999,- Pendapatan dari pemanfaatan BMN Lainnya Rp38.500.000,-
Penerimaan kembali belanja barang TAYL sebesar Rp23,-, dan penerimaan
kembali belanja barang TAYL 4.050.000,-.

Realisasi pendapatan pada Lapas Anak Wanita Tangerang Rp25.786.926,-
berupa pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya sebesar
Rp800.000,-, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar
Rp24.986.840,- dan Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL sebesar
Rp86,-.

Realisasi pendapatan pada Lapas Wanita Tangerang Rp12.941.488,-, terdiri
dari Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar
Rp7.001.000,- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar
Rpl1.640.038,- Pendapatan jasa lainnya sebesar Rp4.300.000,- dan
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL Rp450,-.
Realisasi pendapatan pada Lapas Klas | Tangerang Rp109.460.980,- terdiri
dari pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya sebesar
Rp5.555.555,-, pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan
Rp65.550.450,-, dan Pendapatan jasa lainnya sebesar Rp38.354.975,-.
Realisasi pendapatan pada Rutan Tangerang Rp34.297.758,- berupa
pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Rp19.163.758,- Pendapatan
Jasa Lainnya Rpl11.774.000,- dan Pendapatan dari Penerimaan Kembali
Belanja Pegawai TAYL Rp3.360.000,-.

Realisasi pendapatan pada Rutan Serang Rpl16.916.869-, berupa
pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp1.500.000,-
pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp9.857.493,-,
pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp927.314,-,
dan Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL
Rp4.632.062,- dan Pendapatan anggaran lain-lain Rp3.650,-.

Realisasi pendapatan pada Rupbasan Rp762.854,- berupa pendapatan




pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan sebesar Rp.762.854,-.

12. Realisasi pendapatan pada Bapas Serang Rp200.000,- berupa pendapatan
dari pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp200.000,-.

13. Realisasi pendapatan pada Lapas Cilegon Rpl16.619.364,- terdiri dari
pendapatan penjualan hasil produksi non litbang lainnya sebesar
Rpl1.418.375, pendapatan dari pemindahtanganan BMN Lainnya
Rp800.000,-, pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan Rp13.514.776,
dan pendapatan jasa lainnya sebesar Rp886.213,-.

Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar
50,57% dibandingkan realisasi per 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan oleh
menurunnya pendapatan di 31 Desember 2019 semula Rp810.010834,- menjadi
Rp400.428.180,-

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Naik (Turun)

Uraian Realisasi 31 Des 2019 | Realisasi 31 Des 2018 %
Bpmdapata” dari Pengelolaan 324.817.386 277578970 | 17,02
Pendapatan Jasa 61.715.188 63.121.555 (2,23)
Pendapatan Denda 927.314 - 100,00
Pendapatan Lain-lain 12.968.292 469.310.309 (97,24)
B.2. Belanja
Realisasi Belanja - - -
Realisasi Belanja pada Semester [l Tahun 2019 adalah sebesar

Negara
Rp179.864.612.154

Rpl179.864.612.154,- atau 98,71 persen dari anggaran belanja sebesar
Rp181.549.713.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester Il TA 2019

tersaji sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester Il TA 2019




31-Des-19

Uraian Anggaran Realisasi % Real
99 Angg.
Belanja Pegawali 75.952.106.000 77.137.746.356 101,56
Belanja Barang 104.937.607.000 102.070.510.798 97,27
Belanja Bantuan Sosial - - -
Belanja Modal 660.000.000 3.645.000
Total Belanja Kotor 181.549.713.000 179.211.902.154 98,71
Pengembalian = = =
Jumlah 181.549.713.000 179.211.902.154 98,71

Realisasi

Belanja 31 Desember 2019 mengalami kenaikan

meningkatnya belanja pegawai dan belanja barang di tahun 2019.

28,64 persen
dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018




NAIK (TURUN)

URAIAN Realisasi 31 Des 2019|Realisasi 31 Des 2018 %
Belanja Pegawai 77.137.746.356 71.047.822.687 8,57
Belanja Barang 102.070.510.798 68.776.709.057 48,41
Belanja Bantuan Sosial - - 0,00
Belanja Modal 656.355.000 -

Jumlah 179.864.612.154 139.824.531.744 28,64

Belanja Pegawai
Rp77.137.746.356

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah
Rp77.137.746.356,- dan Rp71.047.822.687,-.

Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang

masing-masing sebesar Belanja
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada
pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja 31 Desember
2019 mengalami kenaikan 8,57 persen dari realisasi belanja 31 Desember 2018. Hal

ini disebabkan antara lain karena adanya tambahan cpns di TA 2018

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

N N NAIK
Realisasi per 31 Des | Realisasi Per 31 Des

URAIAN 2019 2018 (TU;)UN)
Belanja Gajrdan funjangan FNS 76.907.969.356 70.845.168.387 8,56
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS 0 0,00
Belanja Honorarum 0 0,00
Belanja Lembur 229.777.000 202.654.300 13,38
Belanja Vakasi 0 0,00
Jumfanh Befanja Kotor 77.137.746.356 71.047.822.687 8,57
Pengembalian Belanja Pegawai 0,00
Jumlah Belanja 77.137.746.356 71.047.822.687 8,57




Rincian realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2019

_ . Anggaran Setelah L Pengembalian L
Kode Rincian Belanja Rp . Realisasi Bruto (Rp) Realisasi Netto (Rp) %
Revisi (Rp) (Rp)
511111 | Belanja Gaji Pokok PNS 50.854.322.000 52.429.100.450 7.650.400 52.421.450.050 103
Belanja Pembulatan Gaji
511119 |Pokok PNS 1.213.000 1.104.363 104.712 999.651 82
Belanja Tunj Suami/ Istri
511121 |PNS 3.074.033.000 3.163.943.800 499.112 3.163.444.688 103
511122 | Belanja Tunj Anak PNS 877.751.000 900.740.572 131.545 900.609.027 103
511123 | Belanja Tunj Strktural PNS 773.175.000 775.035.000 - 775.035.000 100
Belanja Tunj Fungsional
511124 |PNS 4.110.248.000 4.334.785.000 1.325.000 4.333.460.000 105
511125 | Belanja Tunj PPH PNS 64.026.000 51.532.940 - 51.532.940 80
511126 | Belanja Tunj Beras PNS 2.595.218.000 2.604.624.060 - 2.604.624.060 100
511129 | Belanja Uang Makan PNS 12.903.509.000 12.475.664.000 - 12.475.664.000 97
511147 Belanja Tunj lain lain B _ _
511151 [Belanja Tunj Umum PNS 467.473.000 300.295.000 119.145.060 181.149.940 39
5112211 [Belanja Uang Lembur 231.138.000 229.777.000 229.777.000 99
TOTAL 75.952.106.000 77.266.602.185 128.855.829 77.137.746.356 102

Dengan rincian realisasi belanja pegawai, bisa terlihat terjadinya realisasi dibawah
100% , sehingga tidak mengakibatkan Pagu Minus. Atas kejadian ini, satker-satker

terkait tidak perlu melakukan pengajuan revisi anggaran.

Belanja Barang

Rp102.070.510.798

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah
masing-masing sebesar Rpl102.070.510.798 dan Rp68.776.709.057. Realisasi
Belanja Barang 31 Desember 2019 mengalami kenaikan 48,41% dari Realisasi
Belanja Barang 31 Desember 2018 . Hal ini antara lain disebabkan adanya kenaikan

di belanja barang operasional

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018




NAIK

URAIAN 31-Des-19 31-Des-18 (TURUN) %

Belanja Barang Operasional 84.814.156.933 54.258.803.677 56,31
Belanja Barang Non Operasional 1.575.999.284 1.759.601.779 (10,43)
Belanja Jasa 5.318.839.960 4.101.235.555 29,69
Belanja Pemeliharaan 6.041.654.459 4.445.160.592 35,92
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 1.153.595.000 1.557.708.000 (25,94)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy. 0,00
Belanja Barang Persediaan 3.166.265.162 2.654.199.454 19,29
Jumlah Belanja Kotor 102.070.510.798 68.776.709.057 48,41
Pengembalian Belanja - - 0,00
Jumlah Belanja 102.070.510.798 68.776.709.057 4841

Rincian Belanja Barang Operasional 31 Desember 2019

_ . Anggaran Setelah L Pengembalian L
Kode Rincian Belanja Rp . Realisasi Bruto (Rp) Realisasi Netto (Rp) %
Revisi (Rp) (Rp)

Belanja Keperluan

521111|Perkantoran 1.337.899.000 1.322.094.073 1.322.094.073 99
Belanja Pengadaan Bahan

521112|Makanan 82.272.068.000 80.474.037.232 76.612.232 80.397.425.000 98
Belanja Penambah Daya

521113|Tahan Tubuh 1.147.297.000 1.111.369.567 1.111.369.567 97
Belanja Pengiriman surat

521114 |dinas pos pusat 44.879.000 38.687.500 38.687.500 86
Belanja Honor Operasional

521115 |Satker 948.212.000 895.687.000 895.687.000 94
Belanja Barang Operasional

521119(Lainnya 1.050.165.000 1.048.893.793 1.048.893.793 100
TOTAL 86.800.520.000 84.890.769.165 76.612.232 84.814.156.933 98

Rincian Belanja Barang Non Operasional 31 Desember 2019




A Setelah P bali
Kode Rincian Belanja Rp nggar.ar) cteld Realisasi Bruto (Rp) Sl Realisasi Netto (Rp) %
Revisi (Rp) (Rp)
521211 Belanja Bahan 793.545.000 756.501.757 - 756.501.757 95
Belanja Honor Ouput
521213 |Kegiatan 134.760.000 126.120.000 - 126.120.000 94
Belanja Barang Non
521219|Operasional Lainya 715.795.000 693.377.527 - 693.377.527 97
TOTAL 1.644.100.000 1.575.999.284 - 1.575.999.284 9
Rincian Belanja Barang Persediaan 31 Desember 2019
A Setelah P bali
Kode Rincian Belanja Rp nggar.ar) cield Realisasi Bruto (Rp) rganizellily Realisasi Netto (Rp) %
Revisi (Rp) (Rp)
Belanja Barang Persediaan
521811|Konsumsi 1.828.167.000 1.821.752.908 - 1.821.752.908 10

521832

Belanja Barang Persediaan
Lainnya

1.391.765.000

1.344.512.254

1.344.512.254

TOTAL

3.219.932.000

3.166.265.162

3.166.265.162

Rincian Belanja Jasa 31 Desember 2019




L . Anggaran Setelah L Pengembalian L
Kode Rincian Belanja Rp . Realisasi Bruto (Rp) Realisasi Netto (Rp) %
Revisi (Rp) (Rp)
522111 [ Belanja Langganan Listrik 5.270.363.000 4.711.692.588 - 4.711.692.588 89
522112 | Belanja Langganan Telepon 103.766.000 69.562.372 - 69.562.372 67
522113 | Belanja Langganan Air 397.408.000 311.193.200 311.193.200 78
Belanja Langganan Daya
522119 |Jasa Lainnya 37.000.000 10.331.800 10.331.800 28
522121 | BelanjaJasa Pos dan Giro - - - | #DIV/0!
522113 Belanja Sewa 25.000.000 7.000.000 25.000.000 100
522151 | Belanja Jasa Profesi 196.160.000 94.940.000 191.060.000 97
522191 | Belanjalasa Lainnya _
TOTAL 6.029.697.000 5.204.719.960 - 5.318.839.960 88
Rincian Belanja Pemeliharaan 31 Desember 2019
_ . Anggaran Setelah L Pengembalian L
Kode Rincian Belanja R Realisasi Bruto (R Realisasi Netto (R %
[l Revisi (Rp) (Re) (Rp) (Re) i
Belanja Pemeliharaan
523111 gedung dan bangunan 4.738.830.000 4.736.037.455 - 4.736.037.455 100
Belanja pemeliharaan
523121 peralatan dan mesin 1.306.523.000 1.291.707.004 - 1.291.707.004 9
Belanja Barang Persediaan
Pemeliharaan Peralatan dan
523.123 |[Mesin 13.920.000 13.910.000 - 13.910.000 100
TOTAL 6.059.273.000 6.041.654.459 - 6.041.654.459 100
Rincian Belanja Perjalanan Dalam Negeri 31 Desember 2019
A Setelah P bali
Kode Rincian Belanja Rp nggar.ar‘1 el Realisasi Bruto (Rp) izl Realisasi Netto (Rp) %
Revisi (Rp) (Rp)
524111 | Belanja Perjalanan Biasa 297.070.000 279.880.000 - 279.880.000 94
524112 | Belanja Perjalanan Tetap _ _ R .
Belanja Perjalanan Dinas
524113 |Dalam Kota 537.160.000 524.360.000 500.000 523.860.000 98
Belanja Perjalanan Dinas
524114 (Paket Meeting Dalam Kota 349.855.000 349.855.000 349.855.000 100,
TOTAL 1.184.085.000 1.154.095.000 500.000 1.153.595.000 97




Belanja Modal
Rp656.355.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-
masing sebesar Rp656.355.000 dan Rp0. Belanja modal merupakan pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih

dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2019 mengalami kenaikan
dibandingkan 31 Desember 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NAIK

URAIAN 31-Des-19 31-Des-18 (TURUN) %
Belanja Modal Tanah 0 0 0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 656.355.000 0 0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 0 0,00
Belanja Modal Lainnya 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian 0 0 0,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah
masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal
Tanah pada 31 Desember 2019.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah sebesar Rp656.355.000,- mengalami kenaikan 31 Desember 2018. Hal




ini disebabkan adanya belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan 31
Desember 2019 pada satuan kerja Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NAIK
URAIAN 31-Des-19 31-Des-18 (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 656.355.000 0 0,00
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin 0 0 0,00
Jumlah Belanja Kotor 656.355.000 0 0,00
Pengembalian 0 0 0,00
Jumlah Belanja 656.355.000 0] 000

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-
masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NAIK
URAIAN JENIS BELANJA 31-Des-19 31-Des-18 (TURUN) %

Belanja Modal Tanah 0 0 0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 0 0,00
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan 0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian Belanja Modal 0 0

Jumlah Belanja 0 0 0,00

Rincian Belanja Modal 31 Desember 2019




Anggaran Setelah
Revisi (Rp)

Pengembalian | Realisasi Netto

(Rp) (Rp) %

Kode Rincian Belanja Rp Realisasi Bruto (Rp)

Belanja Modal Gedung dan
533111 [Bangunan

Belanja Penambahan Nilai
533121 |Gedung dan Bangunan

TOTAL

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO,- dan RpO,-. Tidak terdapat
Realisasi Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai dengan
31 Desember 2019 .

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
adalah masing-masing sebesar Rp0O dan RpO. Tidak terdapat Realisasi Belanja

Modal Lainnya pada sampai dengan 31 Desember 2019 .

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi Belanja
Bantuan Sosial sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 .

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara  C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran




Pengeluaran

Rp38.660.000

Persediaan
Rp4.271.000.729

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp38.660.000 dan
Rp1.800.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di
bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa
UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke
Kas Negara per tanggal neraca. Rincian kas di bendahara pengeluaran

adalah sebagai berikut :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

No Keterangan 31-Des-19 31-Des-18

1 [Uangtunai 38.660.000

2 |Rekening Bank

Jumlah 38.660.000

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-
masing adalah sebesar Rp4.271.000.729 dan Rp2.575.718.638.

Persediaan adalah jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan
(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual,

dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018



Tanah

Rp392.423.664.000

Peralatan dan

Mesin

Rp87.264.267.710

Persediaan 31-Des-19 31-Des-18

Barang Konsumsi 3.024.296.792 1.033.853.688
Amunisi 1.133.157.587 1.143.235.615
Barang untuk Pemeliharaan 113.546.350 126.791.635
Suku cadang 57.585.278
Pita Cukai Materai dan leges
Barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat -
Bahan baku 501.480
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga -
Persediaan Lainnya 213.750.942

Jumlah 4.271.000.729 2.575.718.638

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi

baik.

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Banten (013.05) per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp392.423.664.000 dan

Rp392.423.664.000. Rincian Aset Tanah pada satuan
pemasyarakatan sebagai berikut :
Uraian Kuantitas Nilai
Lapas Serang 29.396 m2 59.452.234.000
Rutan Serang 18.800 m2 159.901.964.000
Rutan Pandeglang 5.885 m2 9.373.073.000
Rutan Rangkasbitung 30.228 m2 35.173.025.000
Bapas Serang 1.030 m2 7.054.470.000
Lapas Cilegon 48.070 m2 121.468.898.000
TOTAL 392.423.664.000

C.4 Peralatan dan Mesin

kerja

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember

2019 dan 31 Desember

2018 adalah masing-masing

sebesar

Rp87.264.267.710 dan Rp80.929.343.968. Mutasi nilai peralatan dan

mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



Saldo Awal per 31 Desember 2018 Rp 80.929.343.968
Mutasi tambah:

Saldo awal Rp 104.536.000
Pembelian Rp 656.355.000
Transfer Masuk Rp 7.042.672.716
Hibah (Masuk) Rp 135.000.000
Reklasifikasi Masuk Rp 237.004.825
Barang berlebih hasil inventarisasi Rp -
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi

Reklas aset lain ke aset tetap Rp 207.704.323
Reklas aset tetap ke aset lain Rp (1.353.937.726)
koreksi Nilai Tim Penertiban aset

Jumlah Mutasi Tambah Rp 7.029.335.138

Mutasi kurang:
Transfer Keluar Rp (122.033.855)

Penghapusan (BMN Yang Dihentikan)
Penghentian aset dari penggunaan

Reklasifikasi keluar Rp (267.958.325)
Penghapusan Rp (300.582.216)
Penggunaan Kembali BMN Yang Sudah Dihentikan

koreksi pencatatan Rp (3.837.000)
Jumlah Mutasi Kurang Rp (694.411.396)
Saldo per 31 Desember 2019 Rp 87.264.267.710
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019 Rp (65.270.477.702)
Nilai Buku per 31 Desember 2019 Rp 21.993.790.008

Gedung dan C.5 Gedung dan Bangunan

Bangunan
Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

Rp369.854.920.566 ~ 2018 adalah Rp369.854.920.566 dan Rp370.531.842.653.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan

adalah sebagai berikut:



Saldo per 31 Desember 2018
Mutasi tambah:

Saldo Awal
Transfer Masuk
Hibah (Masuk)
Tugu/Tanda Batas
Barang Berlebih hasil Inventarisasi
Penerimaan Aset Tetap Renovasi
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya
Koreksi Tim penertiban Aset
Aset tetap yang tidak digunakan
jumlah

Mutasi kurang:
Koreksi Pencatatan
Transaksi Normalisasi BMN
Koreksi semu hasil penilaian kembali
Penggunaan Kembali BMN yang Dihentikan
Transfer keluar
Reklasifikasi hasil inventarisasi

Penghentian aset

Jumlah

Saldo per 31 Desember 2019

Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019
Nilai Buku per 31 Desember 2019

370.531.842.653

188.552.000

763.719.500

1.849.294.600
185.845.000

(206.967.000)
2.780.444.100

336.039.000
(3.793.405.187)

(3.457.366.187)
369.854.920.566

369.854.920.566

Jalan,Jaringan C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan
dan Irigasi

Rp2.506.348.000

Saldo Jalan, lIrigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp2.506.348.000 dan
Rp2.506.348.000 Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi

informasi.

Saldo per 31 Desember 2018 2.506.348.000
Mutasi tambah:
Penyelesaian pembangunan dengan KDP
Koreksi Tim Penertiban
Mutasi kurang:
Reklasifikasi keluar

Koreksi semu penilaian kembali

Saldo per 31 Desember 2019 2.506.348.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019 (2.276.043.200)

Nilai Buku per 31 Desember 2019 230.304.800

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran

Laporan Keuangan ini.



Aset Tetap

Lainnya

Rp181.687.945

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp105.950.935.507)

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi
dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah Rp181.687.945 dan Rp231.887.945. Rincian
mutasi aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018 231.887.945
Mutasi tambabh:

Reklasifikasi Masuk 32.000.000

Reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya (82.200.000)

jumlah (50.200.000)

Mutasi kurang:
Penghentian Aset dari Penggunaan -
Koreksi Pencatatan

jumlah -
Saldo per 31 Desember 2019 181.687.945
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 3019 (29.130.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2019 152.557.945

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan
ini.

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing (Rp105.950.935.507) dan
(Rp88.041.841.938). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan
alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama
masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019, sedangkan
Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran

Laporan Keuangan ini.



Aset Tak

Berwujud

RpO

Aset Lain-Lain
Rp1.950.421.102

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No Aset Tetap Nilai Perolehan Akm. Penyusutan Nilai Buku

1 [Peralatan dan Mesin Rp 87.264.267.710 | Rp 65.270.477.702 | Rp 21.993.790.008

2 |Gedung dan Bangunan Rp  369.854.920.566 | Rp 38.375.284.605 | Rp  331.479.635.961

3 |Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp 2.506.348.000 | Rp 2.276.043.200 | Rp 230.304.800

4 |Aset tetap yg tdk digunakan Rp -

5 |Aset Tetap Lainnya Rp 181.687.945 | Rp 29.130.000 | Rp 152.557.945
Akumulasi Penyusutan Rp  459.807.224.221 [Rp  105.950.935.507 | Rp  353.856.288.714

C.9 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 masing-masing adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud
merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum

tidak mempunyai wujud fisik

Mutasi :

Saldo per 31 Desember 2018 -
Mutasi kurang:

Koreksi pencatatan nilai/kuantitas

Koreksi pencatatan

Saldo per 31 Desember 2019 -
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018 -

Nilai Buku per 31 Desember 2019 -

e Tidak terdapat aset tak berwujud per tanggal 31 Desember 2019

C.10 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
adalah Rp1.950.421.102 dan Rp1.932.151.250. Aset Lain-lain merupakan
Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan
tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kanwil Kementerian

Hukum dan HAM Banten serta dalam proses penghapusan dari BMN.



Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp1.622.319.402)

Uang Muka dari
KPPN
Rp38.660.000

Beban yang Masih

harus Dibayar

Rp1.785.854.255

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 216 adalah masing-masing sebesar
(Rpl1.622.319.402) dan (Rp1.657.143.691).

C.12 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 masing-masing sebesar Rp38.660.000 dan Rp1.800.000. Uang
Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang
Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang
masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada
tanggal pelaporan.

C.13 Beban yang Masih Harus Dibayar

Nilai beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rpl.785.854.255 dan
Rp2.638.576.280 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga
yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya,

dengan rincian sebagai berikut.



Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No Keterangan 31-Des-19 31-Des-18
1 [Belanja Pegawai yang masih harus dibayar Rp 1.785.854.255 | Rp 2.638.576.280
TOTAL Rp 1.785.854.255 | Rp 2.638.576.280

Ekuitas C. Ekuitas

Rp749.099.151.927  gyyjitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-
masing sebesar Rp749.099.151.927 dan Rp758.792.115.522. Ekuitas
adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan

PNBP Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp340.426.427

Rp340.426.427 dan Rp318.437.025. Pendapatan tersebut

terdiri dari:




Beban Pegawai
Rp77.281.008.356

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian 31-Des-19 31-Des-18
%

Naik (Turun)

Pendapatan Penjualan

: 1.418.375 360.914 293,00
Lainnva
Pendapatan Sewa Tanah, 216.681.150 220.786.431 (1,86)
Geduna, dan Bangunan
Pendapgtan Sewa Peralatan #DIV/O!
dan I(\j/lesm =
Pendapatan dari
Pemanfaatan BMN Lainnva 59.680.750 34.168.125 74,67
Pendapatan Jasa tenaga, #DIV/O!

Pekerjaan. informasi. pelatihan

Pendapatan Jasa Lainnya 61.715.188 63.121.555 (2,23)

Penerimaan Kembali

- #DIV/0O!
Pesekot/uang muka gaiji___
P(_endapatan Anggaran Lain- 3.650 ) #DIV/O!
Lain
Pendapatan Denda Penyelesal 927.314 - #DIV/0!
Jumlah 340.426.427 318.437.025 6,91

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah  masing-masing  sebesar
Rp77.281.008.356 dan Rp71.042.017.687

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam
bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat
negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018



Beban Persediaan
Rp4.047.270.910

URAIAN JENIS BEBAN 31-Des-19 31-Des-18 (?C}IQKU
Beban Gaji 52.430.204.813, 47.494.261.821, 10
Beban Tunjangan-Tunjangan 24.749.882.372 23.348.246.720 6
Beban Honorarium dan Vakasi -
Beban Lembur 229.777.000, 202.654.300, 13
Jumlah 77.409.864.185, 71.045.162.841 9
Pengembalian -128.855.829, (3.145.154)

Total 77.281.008.356 71.042.017.687 9

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018
Rp4.047.270.910 dan Rp3.904.283.000. Beban Persediaan

adalah  masing-masing  sebesar
merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang
yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik
yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN 31-Des-19 31-Des-19 (TUl\ll?AUIEI) %
Beban Persediaan Konsumsi 3.450.398.012, 2.857.872.718, 20,73
Beban Persediaan Amunisi 25.604.000, 11.847.192, -
Beban Persediaan pita cukai, materai 850.000, 1.020.000, (16,67)
Beban Persediaan Bahan Baku 189.132.480, 274.135.300, (31,01)
Beban Persediaan untuk tujuan 0, 108.962.827,
strategis/berjaga-jaga (100,00)
Beban Persediaan Lainnya 881.286.418, 650.444.963, (41,38)
Jumlah Beban Persediaan 4.047.270.910 3.904.283.000 3,66

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019 dan 31




Beban Barang

dan Jasa

Rp91.577.020.331

Desember 2018

adalah

masing-masing

sebesar

Rp91.577.020.331 dan Rp59.765.873.257. Beban Barang dan
Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas

barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan

entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena

penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan

aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN 31-Des-19 30-Jun-18 (TU’\Il?/-l\Jl:fl) %
Beban Keperluan Kantor 1.321.968.048, 984.835.662, 34,23
Pengembalian pengadaan bahan makanan -76.612.232, 0,
Beban Pengadaan bahan makanan 79.125.392.143, 49.415.197.550, 60,12
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh 1.111.369.567, 868.260.688, 28,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos 38.565.500, 39.260.500,
Pusat -1,77
Beban Honor Opeerasi Satuan Kerja 895.687.000, 1.070.935.000, -16,36
Beban Barang Operasional Lainnya 1.048.893.793, 599.260.400, 75,03
Beban Bahan 756.501.757, 630.379.000, 20,01
Beban honor output kegiatan 126.120.000, 36.640.000, 244,21
Beban Barang Non Opersional Lainnya 693.377.521, 1092582779 3654
Beban Langganan Listrik 5.929.113.974, 4.339.140.192, 36,64
Baban Langganan Telepon 69.765.508, 69.194.090, 0,83
Beban Langganan Air 307.465.200, 285.710.770, 7,61
Beban Langganan Daya dan Jasa 13.352.546, 145.548.876,
Lainnya -90,83
Beban Jasa Pos dan Giro #DIV/0!
Beban Sewa 25.000.000, 6.000.000, 316,67
Beban Jasa Profesi 191.060.000, 155.100.000, 23,19
Beban Jasa Lainnya 27.821.750 -100,00
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan
& Mesin

Jumlah 91.577.020.331 59.765.873.257 53,23




Beban
Pemeliharaan
Rp6.928.877.022

Beban
Perjalanan Dinas
Rp1.153.595.000

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah masing-masing sebesar Rp6.928.877.022 dan
Rp5.187.951.619. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang
dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset
lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN 31-Des-19 31-Des19 | VAX (;”R”N’

Beban Pemelihraan Gedung dan Bangunan 4.736.037.455, 3.014.634.429, 57,10
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.291.707.004, 1.430.526.163, 9,70
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0,00
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan 801.147.135, 702.462.045, 14,05
Beban persediaan suku cadang 99.985.428, 40.328.982, 147,92
Jumlah 6.928.877.022 5.187.951.619 33,56

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp1.153.595.000 dan Rp1.557.708.000. Beban tersebut adalah
merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam
rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban
Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah sebagai berikut:



Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada

Masyarakat

RpO

Beban Bantuan
Sosial Rp0

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018

NAIK
(TURUN) %

URAIAN JENIS BEBAN 31-Des-19 31-Des-18

Beban Perjalanan Biasa
Beban Perjalanan Biasa Tetap

Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota

Dalam Kota
Luar Kota

0
1.557.708.000 | -25,94

Jumlah 1.153.595.000

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing
sebesar Rp0 dan Rp125.000 Beban Barang untuk Diserahkan
kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk
barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk

mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NAIK
31-Des-18

URAIAN JENIS BEBAN 31-Des-19

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pemda

Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pemda

125.000

Jumlah

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 adalah masing-masing sebesar RpO,- dan RpO0,-. Beban



Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp27.016.034.101

bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam
bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang
bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,
yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Tidak

terdapat beban bantuan sosial sampai dengan TA 2019

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-
masing sebesar Rp27.016.034.101 dan Rp33.780.283.505.
Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk
mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa
Beban

manfaataset bersangkutan.Sedangkan

yang
Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan
manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian
Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN
AMORTISASI

NAIK
(TURUN) %

31-Dec-19 31-Dec-18

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Jalan dan jembatan

Beban Penyusutan Irigasi

Beban Penyusutan Jaringan

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Penyusutan

Beban Amortisasi Software

Beban Amortisasi Lisensi

Beban Penyusutan Aset tetap yang tidak digunakan
Jumlah Amortisasi

8,729,044
27,016,034,101

33,780,283,505

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi




Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp37.471

Surplus dari

Kegiatan Non

Operasional

Rp147.051.971

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk
mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu
periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-
masing sebesar Rp37.471 dan (Rp76.150)

URAIAN 31-Des-19 31-Des-18 NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang PNBP 0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 37.471 (76.150) -149,21

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri
dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan
bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-
masing Rpl47.051.971 dan Rp505.024.590 sebagai
berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN 31-Des-19 31-Des-18

Pendapatan Penyelesaian TGR non bendahara
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL 74609,84
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
Pendapatan Perolehan aset lainnya
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan
Kerugian persediaan Rusak/ Usang

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (147.051.971)|  (505.024.590)

NAIK (TURUN) %




Defisit Pos Luar

Biasa Rp0

Ekuitas Awal
Rp758.792.115.522

Defisit LO

(Rp207.516.364.793)

*)  Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul
karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode
Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika
penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out

(FIFO)

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya
tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar
kendali entitas. Tidak terdapat surplus/defisit dari Pos Luar Biasa
per 31 Desember 2019 .

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah

masing-masing sebesar Rp758.792.115.522 dan

Rp714.619.622.174.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah defisit sebesar
(Rp207.516.364.793) dan (Rpl174.414.704.303) Defisit LO
merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit
kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian

luar biasa.



Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi/ Kesalaha

n Mendasar

RpO

Penyesuaian Nilai

Aset

RpO

Koreksi Nilai
Persediaan

Rp15.525.972

Koreksi Atas
Reklasifikasi
(Rp5.088.972)

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak  Kumulatif @ Perubahan  Kebijakan
Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir

pada 31 Desember 2019 sebesar RpO.

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah
sebesar RpO dan Rp0O. Penyesuaian Nilai Aset merupakan
hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan

kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai
persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam
penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
Koreksi tambah atas nilai persediaan per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp15.525.972 dan Rp16.128.750
E.3.5 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan kebijakan TRANSAKSI
DI POSTING (dicatat) KE DALAM ACCOUNT YANG TIDAK
SESUAI, sehingga perlu dilakukan REKLASIFIKASI.



Selisih Revaluasi
Aset Tetap
(Rp67.645.279.000)

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi

Rp6.500.742.220

Koreksi Lain-lain

Rp1.843.836

Transaksi Antar

Entitas

Rp192.928.599.718

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul
pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih
Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing
sebesar (Rp67.645.279.000) dan Rp60.362.066.611.

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir
pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah
sebesar Rp6.500.742.220 dan Rp4.481.487.072 Koreksi ini
berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya

yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar RpO
dan RpO. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait
Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan,

koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing
sebesar Rp192.928.599.718 dan Rp153.727.515.218.
Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua
atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL,
antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar

Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas



Transaksi Antar Entitas Nilai

Diterima dari Entitas Lain -400,428,180.
Ditagihkan ke Entitas Lain 179,864,612,154.
Transfer Masuk 11,972,608,929.
Transfer Keluar 593,087,315.
Pengesahan Hibah Langsung 898,719,500.
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung 0.

Jumlah 192,928,599,718

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke
Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain
merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan
belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada
periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar
(Rp400.428.180) sedangkan DKEL sebesar
Rp179.864.612.154.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan
aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal
KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk
sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar
Rp11.972.608.929. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan
tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp593.087.315.

E.5 Ekuitas Akhir
Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp683.072.095.163 dan Rp758.792.115.522.



Ekuitas Akhir
Rp683.072.095.163

C. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

HUKUM DAN HAM BANTEN 648992

(DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI/
013.06)

Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019




KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06) adalah
salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun
laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,Neraca, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Banten (06) mengacu pada Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.
Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual
sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan,
akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi
yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana
untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi
pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Banten (06) . Di samping itu, laporan keuangan ini juga
dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam
pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, 31 Desember
Kuasa Pepgguna %ggaran,

NIR. 1963120¥1987031001
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KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)
JL. KH Syam’un No. 44 D Serang, Banten
Telp (0254) 223104, 217029 Fax (0254) 223104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Banten (013.06) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 sebagaimana

terlampir,adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai,dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember
Kuasa Pe{mgguna ggaran,

Imal yud|
. 1963120¥1987031001



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (06)
31 Desember 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di

lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara
anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-
LRA dan Belanja selama periode 30 Juni sampai dengan 31 Desember
20109.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2019 adalah berupa
Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar RpO,- atau mencapai O persen
dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar RpO,-

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp

888.112.200,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar

Rp890.000.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31
Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar RpO ,-yang terdiri dari: Aset
Lancar sebesar Rp 0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar RpO,-; Aset
Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar RpO,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,-dan RpO,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,
surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional,

surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO,

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode




sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar RpO,-, sedangkan jumlah
beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp888.112.200 sehingga
terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp888.112.200). Surplus
Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar
RpO,- dan sebesar RpO sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar

(Rp888.112.200).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada
tanggal 01 Juli 2019 adalah sebesar RpO dikurangi Defisit-LO sebesar
(Rp888.112.200) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai RpO dan Transaksi
Antar Entitas sebesar Rp888.112.200 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31
Desember 2019 adalah senilai RpO.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan
atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan
Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang
diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta
pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir
sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan
basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan

Ekuitas untuk 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.




I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31-Des-19 % thd Angg [— - Des 18
ANGGARAN REALISASI REALISASI
PENDAPATAN
Penerimaan Negara Bukan Pajak B.1
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA B.2.
Belanja Pegawai B.3 - -
Belanja Barang B.4 890.000.000 888.112.200 100 1.271.765.303
Belanja Modal B.5 - -
Belanja Bantuan Sosial B.6 - - -
JUMLAH BELANJA 890.000.000 888.112.200 100 1.271.765.303

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)
NERACA
PER 31Desember 2019 dan 31 Desember 2018

(Dalam Rupiah)



URAIAN CATATAN 31-Des-19 31-Des-18

ASET

ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran C.1
Kas di Bendahara Penerimaan C.2
Kas Lainnya dan Setara Kas C.3
Piutang Bukan Pajak C4
Bagian Lancar TP/TGR C.5
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran C.6
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar C.7
Belanja Dibayar di Muka C.8
Pendapatan yang Masih harus Diterima Cc.9
Persediaan C.10
Jumlah Aset Lancar

PIUTANG JANGKA PANJANG
Tagihan TP/TGR C.11
Tagihan Penjualan Angsuran C.12
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang C.13
Jumlah Piutang Jangka Panjang

ASET TETAP
Tanah C.14
Peralatan dan Mesin C.15
Gedung dan Bangunan C.16
Jalan, Irigasi, dan Jaringan C.17
Aset Tetap Lainnya C.18
Konstruksi dalam pengerjaan C.19
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap C.20
Jumlah Aset Tetap

ASET LAINNYA
Aset Tidak Berwujud C.21
Aset Lain-Lain C.22
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.23
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAIJIBAN

KEWAIJIBAN JANGKA PENDEK
Uang Muka dari KPPN C.24
Utang kepada Pihak Ketiga C.25
Pendapatan Diterima di Muka C.26
Beban yang Masih Harus Dibayar C.27
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

JUMLAH KEWAIJIBAN

EKUITAS
Ekuitas C.28

JUMLAH EKUITAS
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

CatatanatasLaporanKeuanganmerupakanbagian yang

tidakterpisahkandariLaporanKeuangan




III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018

(Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31-Des-19 31-Des-18

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak D.1 -
JUMLAH PENDAPATAN -
BEBAN

Beban Pegawai D.2 -

Beban Persediaan D.3 -

Beban Barang dan Jasa D.4 508.441.800 607.735.000

Beban Pemeliharaan D.5 48.000.000

Beban Perjalanan Dinas D.6 379.670.400 616.030.303

Beban Barang untuk Diserahkan kepada D.7 -

Beban Bantuan Sosial D.8 =

Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 43.272.500

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D.10 =
JUMLAH BEBAN 888.112.200 1.315.037.803

SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN

OPERASIONAL (888.112.200)| (1.315.037.803)
KEGIATAN NON OPERASIONAL D.11

Surplus Penjualan Aset Nonlancar - -

Defisit Penjualan Aset Non Lancar - -

Defisit Selisih Kurs - -

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 1.664.314.467

Beban dari kegiatan non operasional lainnya 1.543.574.741

SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (888.112.200)| (1.194.298.077)
POS LUAR BIASA D.12

Pendapatan PNBP - -

Beban Perjalanan Dinas - -

Beban Persediaan - -

SURPLUS/DEFISIT LO (888.112.200)| (1.194.298.077)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

Keuanga




IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018

(Dalam Rupiah)
URAIAN CATATAN 31-Des-19 31-Des-18
EKUITAS AWAL E.1 = 811.784.140
SURPLUS/DEFISIT LO E.2 (888.112.200) (1.194.298.077)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI
o — E.3 8.750
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR e B B
PENYESUAIAN NILAT ASET E3.2 = N
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN £33 - 8.750
SELISIH REVALUASI ASET TETAP E3.4 = N
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI E.3.5 = N
KOREKSI LAIN-LAIN E.3.6 - N
JUMLAH - 8.750
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.4 888.112.200 382.505.187
EKUITAS AKHIR E.5 0 o

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan
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V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana

Strategis

I\

(@)

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten (03)

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Instansi Vertikal
Kementerian Hukum dan HAM yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Meneteri Hukum dan HAM RI.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan
fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam
wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program,
dan pelaporan;

Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum
umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi
hukum;

Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah,
pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum,
serta konsultasi dan bantuan hukum;

Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana
teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia di  bidang keimigrasian dan = bidang
pemasyarakatan,;

Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam
rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan,
pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi
manusia; dan

Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor

11



Pendekatan
Penyusunan
Laporan

Keuangan

Wilayah.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi antara lain :

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan
pelaporan secara akuntabel, tepat waktu dan
terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

2. Peningkatan pelayanan dokumen perjalanan, visa dan
fasilitasi keimigrasian

3. Peningkatan pelayanan pemberian izin tinggal dan
status keimigrasian dengan waktu yang lebih singkat
memenuhi standar serta akuntabel

4. Pendeteksian pelanggaran atau kejahatan keimigrasian

secara tepat waktu dan terukur

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 31 Desember 2019 ini merupakan laporan
yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03).
Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi
Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan
dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan

dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual
(SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi
Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk

menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan
informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk
penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta

laporan manajerial lainnya.
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Basis

Akuntansi

Dasar

Pengukuran

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03)
menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas
serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan
Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat
transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat
kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan
basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui
pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk
mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan
keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) dalam penyusunan
dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan

nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya
ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan
untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar
nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah
untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.Pengukuran

pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
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Kebijakan

Akuntansi

Pendapatan-

LRA

Pendapatan-

Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi

terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019
telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang
diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan
kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) .

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan
kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan

pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan HAM Banten (03) adalah sebagai berikut:
e Pendapatan- LRA

e Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada
Kas Umum Negara (KUN).

e Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan
pengeluaran).

e Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi

sumber pendapatan.

e Pendapatan- LO
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LO

Belanja

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang
diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar
kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas
pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu
adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara
khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai

berikut:

0 Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan
selesai dilaksanakan

0 Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional
antara nilai dan periode waktu sewa.

0 Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya
surat keputusan denda atau dokumen lain yang
dipersamakan

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan

azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber

pendapatan.

Belanja

e Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo
Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang
bersangkutan  yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

e Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas

dari KUN.

e Khusus pengeluaran melalui bendahara
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pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut
disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN).

¢ Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban e Beban

e Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi
jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas,
yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau

timbulnya kewajiban.

e Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;
terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan
manfaat ekonomi atau potensi jasa.

e Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis
belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan
organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan
atas Laporan Keuangan.

Aset e Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap,

Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. Aset Lancar

e Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai
nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan
di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI

pada tanggal neraca.

e Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat

berharga disajikan sebesar nilai perolehan
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sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat

sebesar nilai nominal.

Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai

berikut:

a) Piutang yang timbul dari Tuntutan
Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah
timbul hak yang didukung dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau
telah dikeluarkannya surat keputusan yang

mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui
apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan
hak tagih dan didukung dengan naskah
perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban
secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan

andal

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang
dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini
diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang
tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas
kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh
tempo dan upaya penagihan yang dilakukan
pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah

sebagai berikut:
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Tl Uraian Penyisihan
Piutang
Belum dilakukan pelunasan s.d.
Lancar 0.5%
tanggal jatuh tempo
Satu bulan terhitung sejak
Kurang
tanggal Surat Tagihan Pertama 10%
Lancar
tidak dilakukan pelunasan
Satu bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Kedua
Diragukan S50%
tidak dilakukan pelunasan
1. Satu bulan terhitung sejak
tanggal Surat Tagihan Ketiga
tidak dilakukan pelunasan
Macet 2. Piutang telah diserahkan 100%
kepada Panitia Urusan
Piutang Negara/DJKN

e Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan
Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan

jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal
neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR

atau Bagian Lancar TPA.

Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil
inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan

dengan:
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harga pembelian terakhir, apabila diperoleh
dengan pembelian;

harga standar apabila diperoleh dengan
memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap b. Aset Tetap

o Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang

dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat

lebih dari 1 tahun.

e Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

e Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan

minimum kapitalisasi sebagai berikut:

a)

Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan
mesin dan peralatan olah raga yang nilainya
sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga

ratus ribu rupiah);

Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang
nilainya sama dengan atau lebih dari

Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan
nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas,
diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran
untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset
tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan

barang bercorak kesenian.
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e Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan
operasional pemerintah yang disebabkan antara lain
karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan
kebutuhan organisasi yang makin berkembang,
rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum
tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah
berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos

Aset Lainnya.

o Aset tetap yang secara permanen dihentikan
penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat
ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan di bidang

pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan c. Penyusutan Aset Tetap

Aset Teta,
P e Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan

manfaat dari suatu aset tetap.

e Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

a. Tanah

b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan
dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak
berat dan/atau usang yang telah diusulkan
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan

penghapusan

e Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset
Tetap dilakukan  setiap akhir semester tanpa

memperhitungkan adanya nilai residu.

e Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan
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Piutang
Jangka
Panjang

Aset Lainnya

menggunakan metode garis lurus yaitu dengan

mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari

Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

e Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan

berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:

59/KMK.06/2013 tentang Tabel

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara

berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai

berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 tahun

Jalan, Jaringan dan Irigasi

5 s.d 40 tahun

Aset Tetap Lainnya (Alat Musik
Modern)

4 tahun

. Piutang Jangka Panjang

e Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang

diharapkan/dijadwalkan

diterima dalam

jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan

setelah tanggal pelaporan.

e Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

(TPA), Tagihan
Rugi

(TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan

disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

. Aset Lainnya
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e Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset
lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang.
Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak
berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh
tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset
kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas
yang dibatasi penggunaannya.

e Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai
tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah
dikurangi akumulasi amortisasi.

e Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas
dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa
nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat
tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

e Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan
dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan
Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat
Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara
berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah
Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah

sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat
(tahun)

Software Komputer 4
Franchise S
Lisensi, Hak Paten Sederhana,
Merk, Desain Industri, Rahasia
Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit 0
Terpadu.
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran,
Paten Biasa, Perlindungan Varietas 20
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Tanaman Semusim.

Hak Cipta Karya Seni Terapan,

Perlindungan Varietas Tanaman 25
Tahunan

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.Il, Hak

Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak 50
Ekonomi Produser Fonogram.

Hak Cipta atas Ciptaan Gol.l 70

o Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah
disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan

dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban e Kewajiban

e Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa
masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan

aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

e Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam

kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk
dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang
Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus
Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian

Lancar Utang Jangka Panjang,
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Ekuitas

B. Plﬁg}{ gﬁA% N (?EAEaI;I?g -POS LAPORAN REALISASI
ANGGARAN

b. Kewajiban Jangka Panj an%
Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Kewag1ban diklasifikasikan sebagai
dan HAM Banten (06) melaksanakan kegiatan Berdasarkan

pagu ansSaal bﬁaf}qg,a%é%&p%?%nﬁl%% iharapkan unfuk
AnggaraSiRayas-ataip iafeh tsmpgsdalamowaksy lehih dari 5

Desemb&Um belas bulan setelah tanggal pelaporan.

o Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu

sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat
Perubahan terslgbut berdasa gerfumber pendapatan dan jenis

pertama kali transa angsung.
belanja antara lain
e Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara
aset dengan kewajiban dalam satu periode.
Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan

dalam Laporan Perubahan Ekuitas.
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Realisasi
Pendapatan

RpO,-

Realisasi Belanja
Negara Rp
881.112.200,-

2019
Uraian ANGGARAN ANGGARAN
AWAL SETELAH REVISI

Pendapatan

Pendapatan Jasa 0

Pendapatan Lain-lain 0

Jumlah Pendapatan

Belanja

Belanja Pegawai 0 -

Belanja Barang 890.000.000 890.000.000

Belanja Modal 0 -

Belanja Bantuan Sosial 0 -

Jumlah Belanja 890.000.000 890.000.000

B.1 Pendapatan
Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai O persen

dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar RpO.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

30-Jun-18

% Real
ANngg.
Pendapatan Jasa - > -
Pendapatan Lain-lain
Jumlah - > -

Uraian

Anggaran Realisasi

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018

NAIK
(TURUN)
%

URAIAN Realisasi Per 30 Juni 2018 | Realisasi Per 30 Juni 2017

Pendapatan Jasa - =

Pendapatan Lain-lain - -

Jumlah - -

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp 881.112.200,- atau 99.79% dari anggaran belanja
sebesar Rp 890.000.000. Rincian anggaran dan realisasi

belanja per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2019
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Belanja Pegawai

RpO

Per 31 Desember 2019
Uraian . . % Real
Anggaran Realisasi e
Belanja Pegawai - - -
Belanja Barang 890.000.000 888.112.200 100
Belanja Modal - -
Belanja Bantuan Sosial - -
Total Belanja Kotor 890.000.000 888.112.200 100
Pengembalian - - -
Jumlah 890.000.000 888.112.200 99,79

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018

NAIK
Realisasi per 31 Realisasi Per 31

URAIAN Desember 2019 Desember 2018 (TU;UN)
Belanja Pegawai - -
Belanja Barang 881112200 1.271.765.303 (30,72)
Belanja Modal - =
Belanja Bantuan Sosial -

Jumlah 881.112.200 1.271.765.303 (30,72)

Terdapat penurunan belanja barang dibanding Tahun 2018
sebesar 30.72%

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO. Belanja
Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk
uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara,
Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang
berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja 31
Desember 2019 mengalami tidak mengalami kenaikan ataupun
penurunan dari 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan karena
tidak adanya anggaran Belanja Pegawai baik di TA 2019 dan
2018.

Perbandingan Belanja Pegawai 30 Desember 2019
dan 31 Desember 2018
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Belanja Barang

Rp888.112.200

NAIK
URAIAN 31-Des-19 31-Des-19 (TURUN)

%

Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS
Belanja Honorarium

Belanja Lembur

Belanja Vakasi

Jumlah Belanja Kotor

Pengembalian Belanja Pegawai
Jumlah Belanja 0 0

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah masing-masing sebesar Rp 888.112.200 dan Rp
1.271.765.303 Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami

penurunan 30.72% dari Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2018
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Belanja Modal
RpO

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018

NAIK
URAIAN REALISASI TA 2019 | REALISASI TA 2018 | (TURUN)
%

Belanja Bahan 97.775.000 168.715.000 (42,05)
Belanja Honor Output Kegiatan 6.600.000 12.140.000 100,00
Belanja Barang Non Operasional Lainnya 69.000.000 60.000.000 15,00
Belanja Sewa 302.366.800 303.480.000 (0,37)
Belanja Jasa Profesi 32.700.000 63.400.000 (48,42)
Belanja Perjalanan Biasa 295.820.400 474.050.303 (37,60)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 20.850.000 17.700.000 17,80
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Ko 63.000.000 124.280.000 (49,31)
Belanja Pemeliharaan Jaringan 48.000.000 100,00
Jumlah Belanja Kotor
Pengembalian Belanja

Jumlah Belanja 888.112.200 1.271.765.303 (30,17)

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO. Belanja
modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu

periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2019 tidak mengalami
kenaikan maupun penurunan dibandingkan TA 2018
disebabkan oleh tidak adanya anggaran Belanja Modal di
Tahun Anggaran 2019 dan 2018.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO.
Realisasi tersebut pada TA 2019 mengalami tidak mengalami
kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 31 Desember 2018

Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja modal tanah
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baik di TA 2019 atau TA 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018

Naik

URAIAN JENIS BELANJA 31-Des-19 31-Des-18
(Turun) %

Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah

Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

Jumlah Belanja Kotor 0 0

Pengembalian Belanja Modal

Jumlah Belanja 0 0

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember
2019 adalah sebesar RpO, tidak mengalami penurunan
maupun kenaikan dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan
karena tidak adanya anggaran belanja Modal Peralatan dan
Mesin di Tahun 2019 dan 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NAIK
URAIAN 31-Des-19 31-Des-18 (TURUN) %
alat kantor dan alat rumah tangga 0 0,00
arat Stuaro, KomunikasT aan
pemancar 0 0,00
komputer 0 0,00
alat keselamatan kerja 0 0,00
0,00
Jumlah Belanja Kotor 0 0 0,00
Pengembalian - - -
Jumlah Belanja 0 0 #DIV/O!

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan Rp.O. tidak ada
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kenaikan atau penurunan Realisasi Belanja Modal 31
Desember 2019 dikarenakan tidak adanya anggaran belanja

modal gedung dan bangunan di tahun 2019 dan 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

NAIK
URAIAN JENIS BELANJA 31-Des-19 31-Des-18 (TURUN)
%
Belanja modal gedung dan ban 0
Jumlah Belanja Kotor 0

Pengembalian Belanja Modal

Jumlah Belanja 0 0

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing
sebesar RpO dan RpO. Realisasi Belanja Modal per 31
Desember 2019 tidak mengalami kenaikan atau penurunan.
Hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal jalan, irigasi
dan jaringan baik di TA 2019 ataupun di TA 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018

Naik

URAIAN JENIS BELANJA 31-Des-19 31-Des-18
(Turun)

Belanja Modal Jaringan

Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan
Honor Pengelola Teknis Jaringan

Jumlah Belanja Kotor

Pengembalian Belanja Modal - -

Jumlah Belanja (0} (0]
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Belanja Bantuan

Sosial Rp.0

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainya 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO.
Tidak ada Realisasi Belanja modal lainnya pada TA 2019 dan
TA 2018

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO.
Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam
bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk
menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Tidak

terdapat Belanja Bantuan Sosial pada TA 2019.
Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

NAIK
URAIAN 31-Des-19 31-Des-18 (TURUN)
%

Kelompok Pendidikan Jaya Maju
Kelompok Pendidikan Cenderawasih
Jumlah Belanja Kotor
Pengembalian

(@)

O |O|o| oo
(=]

Jumlah Belanja
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RpO
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RpO

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO
dan RpO yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan
berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang
berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan
atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal
neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai

berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018

Keterangan 30-Jun-18 31-Des-17
Uang Tunai 60.000.000
Jumlah 60.000.000 -

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar masing-masing
RpO dan RpO. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo
uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah
tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya
berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa

Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019

dan 31 Desember 2018

Keterangan 30-Jun-18 30-Jun-17

Uang Tunai

Jumlah -
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C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar RpO dan
RpO.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara
pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya
dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang
siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau
kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya
dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai

berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2019 dan

31 Desember 2018

Keterangan 30-Jun-18 43.100

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum
Disahkan

Jumlah

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang PNBP per tanggal 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0O. dan
Rp.0. Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan
pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang
telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang PNBP disajikan disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018

Uraian 30-Jun-18 31-Des-17

Piutang PNBP
Piutang Lainnya

Jumlah - -
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C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing
sebesar RpO dan RpO.

Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum
diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo
dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal
pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai

berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/ TGR

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
No. Uraian 30-Jun-19 31-Des-18
1
2

Jumlah

C.6 Bagian Lancar TagihanPenjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per
tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-
masing adalah sebesar RpO dan Rp0O. Bagian Lancar TPA
merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu
12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan,

dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018

No. Uraian 30-Jun-19 31-Des-18

Jumlah
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C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih —-Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Lancar per 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar RpO
dan RpO.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Lancar adalah
merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar

yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Lancar

pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar Per
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
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Belanja Dibayar

di Muka RpO

Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Pendek Penyisihan Penyisihan
Piutang Bukan Pajak
Lancar - 0,00% -
Kurang Lancar - 0% -
Diragukan - 0% -
Macet - 0% -
Jumlah - -
Bagian Lancar TP/TGR
Lancar - 0,00% -
Kurang Lancar - 0% -
Diragukan - 0% -
Macet 0% -
Jumlah - -
Bagian Lancar TPA
Lancar - 0,00% -
Kurang Lancar - 0% -
Diragukan 0% -
Macet 0% -
Jumlah - -
Jumlah Penyisihan Piutang
Tak Tertagih ; :

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar RpO
dan RpO. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang
masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat
dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun
barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Tidak terdapat
belanja dibayar dimuka pada Tahun Anggaran 2019. Rincian
Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018

Jenis 30-Jun-19 31-Des-18

Pembayaran Sewa Kendaraan - -

Jumlah - -

*) Belanja dibayar di muka TA 31 Desember 2017 berupa sewa 9 unit mobil untuk

operasional selama 1 tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 910.440.000,- periode

sewa tanggal 29 Januari 2017 sd 28 Januari 2017.
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C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah
sebesar RpO dan RpO, merupakan hak pemerintah atas
pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan
tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang
Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai

berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima

TA 2019 dan 31 Desember 2018

Jenis TH 2016 TH 2015

Pendapatan Jasa Pelatihan
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan

Jumlah - -

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 masing-masing adalah sebesar Rp 0,- dan
Rp2.019.439.776,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau
diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018
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Tagihan
TP/TGR

RpO

Jenis 30-Jun-19 31-Des-18

Barang Konsumsi

Barang untuk Pemeliharaan

Suku Cadang

[Barang Persedraan untuk DISerankan Kepada
Masyarakat 2.019.439.776
Persediaan Strategis untuk berjaga jaga -

Jumlah = 2.019.439.776

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018
masing-masing sebesar RpO dan RpO. Tuntutan
Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat
kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang
mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti
Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk
penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara

karena kelalaiannya.

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti
Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai
berikut:
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Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 31 Desember 2019
dan 31 Desember 2018

No Debitur 30-Jun-18 31-Des-17

1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -

Jumlah - -

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp0O dan RpO. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan
kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset
tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing

debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018
No Debitur 30-Jun-19 31-Des-18
1
2
3
4
5
Jumlah - -

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka

Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka
Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah
masing-masing sebesar Rp0 dan RpO. Penyisihan Piutang Tak
Tertagih— Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas
ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan

oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih— Piutang Jangka
Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai

berikut:
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Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih — Piutang Jangka
Panjang 31 Desember 2019

Kualitas Nilai Piutang % Nilai
Piutang Jk Panjang Penyisihan Penyisihan
Tagihan TP/ TGR
Lancar - 0.00% -
Kurang Lancar - 0% -
Diragukan - 0% -
Macet - 0% -
Jumlah -

Tagihan PA

Lancar
Kurang Lancar
Diragukan

Macet

Jumlah

Jumlah Penyisihan Piutang _
Tak Tertagih

Tanah C.14 Tanah

RpO Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Banten (03) per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018
adalah sebesar Rp.0 dan RpO. Tidak terdapat aset tetap berupa tanah baik di
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

2018

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017 (0}
Mutasi tambah:

Pembelian 0

Mutasi kurang:
Rewvaluasi aset -
Penyitaan pengadilan
Saldo per 30 Juni 2018

Peralatan dan C.15 Peralatan dan Mesin

Mesin Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember

RpO 2019 dan 31 Desember 2018 adalah RpO dan Rp357.441.655.
Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:
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Gedung dan

Bangunan

RpO

Jalan,Jaringan

dan Irigasi RpO

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2017 (0]

Mutasi tambah:

Pembelian 0
Hibah Barang 0
Transfer Masuk 357.441.655
Koreksi tambah ]
Mutasi kurang: 0
Penghentian dari penggunaan
Saldo per 30 Juni 2018 357.441.655
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018 -97.808.655
Nilai Buku per 30 Juni 2018 259.633.000

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah RpO dan RpO. Mutasi transaksi
terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan
adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019 -

Mutasi tambah:
Pembangunan tambahan ruang kelas -
Mutasi kurang: -
Saldo Per 30 Juni 2018 -
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2018 -

Nilai Buku per 30 Juni 2018 -

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan
RpO. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019 -

Mutasi tambah:
Penambahan jaringan teknologi informasi -
Mutasi kurang: -

Saldo per 30 Juni 2019 -
nilai Buku per 30 Juni 2019 -

nilai Buku per 30 Juni 2019 -
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C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah RpO
dan RpO. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak
kesenian. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset
tetap ini untuk Tahun 2019, sebagaimana disajikan pada tabel

berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018 0
Mutasi tambah:

Mutasi kurang:
- 0

Saldo per 30 Juni 2019

Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019 0
Nilai Buku per 30 Juni 2019 0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan
RpO,- Tidak terdapat KDP di 31 Desember 2019

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing RpO dan
(Rp97.806.655),-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang

disusutkan selama masa manfaat aset yang
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Aset Tak
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bersangkutanselain untuk Tanah dan Konstruksi dalam
Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Akumulasi
No Aset Tetap Nilai Perolehan Nilai Buku
Penyusutan

Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Akumulasi Penyusutan 0 0

Al IN |-

o |o|o|o|o

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada

Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 adalah RpO dan RpO.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi
dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak
Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Banten (06) berupa software yang digunakan untuk
menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap
Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai
berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018

Mutasi tambabh:

Pembelian

Mutasi kurang:

Saldo per 30 Juni 2019

Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2019

Nilai Buku per 30 Juni 2019
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C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah RpO dan RpO. Aset Lain-lain merupakan Barang
Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat
dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun

mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017

Mutasi tambah:

- reklasifikasi dari aset tetap

Mutasi kurang:

- penggunaan kembali BMN yang dihentikan
- penghapusan BMN

Saldo per 30 Juni 2018

Akumulasi Penyusutan

Nilai Buku per 30 Juni 2018

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi
penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan

Keuangan ini.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember
2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing RpO dan
RpO. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra
akun  Aset Lainnya  yang disajikan berdasarkan
pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019
adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Aset Tetap Nilai Perolehan Penyusutan/ Nilai Buku
Amortisasi
Aset Tak Berwujud
Software 0
Jumlah 0 0 0
Aset Lain-lain 0
Jumlah 0 0 0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan
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dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.
Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak

terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp40.0000.000
dan Rp60.000.000,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang
Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang
diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada
pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal

pelaporan.

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31
Desember 2018 masing-masing sebesar RpO dan Rp0O. Utang
kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus
dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya
dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal

pelaporan.

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan
Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan
yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa
belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka
tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang
jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan

rincian sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga
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C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2019 dan
31 Desember 2018 sebesar RpO dan RpO, merupakan
kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal
pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan

rincian sebagai berikut.

Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Uraian 30-Jun-18 31-Des-17
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Jumlah

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah
masing-masing sebesar RpO dan Rp2.279.074.776,-. Ekuitas
adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara
aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas

disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas
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Pendapatan

PNBP

RpO

Beban Pegawai

RpO

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31
Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar RpO dan RpO.

Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2019 dan 31

Desember 2018
NAIK
URAIAN 30-Jun-18 30-Jun-17 (TURUN)
%
Pendapatan Jasa
Pendapatan Lain-lain
Jumlah 0 0

Tidak terdapat pendapatan Negara Bukan Pajak Baik di 30 Juni 2019
maupun 30 Juni 2018.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember
2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO. Beban Pegawai
adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun
barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan
pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintahyang belum berstatus PNS
sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai

Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN 30-Jun-18 30-Jun-17

Beban Gaji
Beban Tunjangan-tunjangan

Beban Honorarium dan Vakasi
Beban Lembur

Jumlah 0 0
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Beban
Persediaan RpO

Beban Barang
dan Jasa

Rp378.866.800,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018
adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO. Beban Persediaan
merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang
yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik
yangdipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan

untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

NAIK
URAIAN 30-Jun-19 30-Jun-18 (TURUN)
%
Beban Persediaan Konsumsi
Beban Persediaan untuk Tujuan
Strategis/Berjaga-jaga 0
#DIV/0!

Beban Persediaan Lainnya

Jumlah 0 0 #DIV/0!

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2017
adalah masing-masing sebesar Rp378.866.800,- dan Rp436.240.000,-.
Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa
konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul
karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan

aset tetap.
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Beban

Pemeliharaan

RpO

Beban
Perjalanan

Dinas

Rincian Beban Barang dan Jasa

Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN JENIS BEBAN 30 Juni 2019 Pengemb.allan 30-Jun-18
Belanja
Beban Barang Operasional Lainnya 0
Beban Bahan 32.100.000 60.720.000
Beban Honor Output Kegiatan 6.040.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya 35.000.000 50.000.000
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 0
Beban Jasa Pos dan Giro 0
Beban Sewa 302.366.800 303.480.000
Beban Jasa Profesi 9.400.000 16.000.000
Beban Jasa Lainnya
Jumlah 378.866.800 0| 436.240.000

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-
masing sebesar RpO dan RpO. Beban Pemeliharaan merupakan beban
yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset
lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban
pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan
peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2019

dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:
Rincian Beban Pemeliharaan

Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

Pengembalia
URAIAN JENIS BEBAN 30-Jun-19 9 " 30-Jun-18
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Beban Pemeliharaan Lainnya
Jumlah 0 0 0

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah
masing-masing sebesar Rp162.855.400 dan Rp225.060.000. Beban
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Rp162.855.400

Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat

RpO

tersebut merupakan beban yang terjadi untukperjalanan dinas dalam
rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban
perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang
meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas

untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas

Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

URAIAN JENIS BEBAN 30-Jun-19 |Fengembalia) ;5 1g
n Belanja
Beban Perjalanan Biasa 133.005.400 0 179.910.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 8.850.000 0 13.650.000
Kota 21.000.000 0 31.500.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 0 0 0
Jumlah 162.855.400 0| 225.060.000

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2019
dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO. Beban
Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban
pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang

bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Per 30
Juni 2019 dan 30 Juni 2018

NAIK
URAIAN JENIS BEBAN 30-Jun-18 30-Jun-17 (TURUN)
%

Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan 000
kepada Masyarakat/Pemda '
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada

0,00
Masyarakat/Pemda

Jumlah 0 0 0,00
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Beban Bantuan

Sosial RpO

Beban
Penyusutan dan

Amortisasi RpO

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah
masing-masing sebesar RpO dan RpO. Beban bantuan sosial
merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa
kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan
bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya
penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk

30 Juni 2019 dan 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial

Per 30 Juni 2018 dan 30 Juni 2018

URAIAN JENIS BEBAN 30-Jun-19 30-Jun-18 % NAIK
(TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial 0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial 0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial 0,00
Jumlah 0 0| 0,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2019 dan
30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO. Beban
Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas
nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban
Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat
ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan
Amortisasi untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai
berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018
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Beban
Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih RpO

NAIK
URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN 30-Jun-19 30-Jun-18 (TURUN)

AMORTISASI
%

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 43.272.500 0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan B
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan B
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya B

Jumlah Penyusutan - 43.272.500 -

Beban Amortisasi Software -

Beban Penyusutan aset lain-lain B
Jumlah Amortisasi - ==

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi - 43.272.500 -

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk
mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2019
dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan RpO.

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2019
dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

NAIK
URAIAN JENIS BEBAN 30-Jun-18 30-Jun-17 (TURUN)
%
[Beban PenyiSinan Piutang TakK Tertagin - Piutang Lancar 0.00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar 0,00
Jumlah 0 0 0,00
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Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional

Rp.0

Pos Luar Biasa

RpO

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan
dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas
pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30

Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional

Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

NAIK
URAIAN 30-Jun-18 30-Jun-17 (TURUN)
%
Penjualan Alat Angkut Darat
Penjualan Alat Kantor
Selisih Kurs
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *) 1.664.314.467
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan (1.543.574.741)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional 0 120.739.726 0,36

*)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan
penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini
tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In
First Out (FIFO)

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak
sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali
entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018
adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa

Per 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018

NAIK
URAIAN 30-Jun-19 30-Jun-18 (TURUN)
%
Pendapatan PNBP 0,00
Beban Perjalanan Dinas 0,00
Beban Persediaan 0,00
Jumlah o o 0,00
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Ekuitas Awal
RpO

Defisit LO

(Rp541.772.200)

Penyesuaian

Nilai Aset

RpO

Koreksi Nilai
Persediaan RpO

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2019 dan 2018 adalah
masing-masing sebesar RpO dan Rp811.784.140.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni
2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar (Rp541.772.200) dan
(Rp631.832.774). Defisit LO merupakan selisih kurang antara
surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan

non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir
pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar RpO
dan RpO. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil
penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan

harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai
persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam

pecatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.
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Selisih
Revaluasi Aset

TetapRpO

KoreksiAset
Tetap Non
Revaluasi RpO

Koreksi Lain-

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2019
dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan
Rp8.750. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 30 Juni
2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaaan

Jenis Persediaan Koreksi

Barang Konsumsi
Suku Cadang

Jumlah -

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul
pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih
Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30
Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar

RpO dan RpO.

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang
berakhir pada 30 Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah
sebesar RpO dan RpO. Koreksi ini berasal dari transaksi
koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena

revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi 30 Juni 2019

Jenis Aset Tetap Nilai Koreksi

Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan

Jumlah -

E.3.6 Koreksi Lain-Lain
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Lain RpO Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni
2019 dan 30 Juni 2018 adalah sebesar RpO dan RpO.
Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang
Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi
atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi

lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban Jumlah Koreksi

Koreksi Beban
Koreksi Pendapatan
Koreksi Piutang
Koreksi Kewajiban
Koreksi Hibah

Jumlah -

Transaksi Antar E.4 Transaksi Antar Entitas
Entitas

Rp541.722.200

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30
Juni 2019 dan 30 Juni 2018 adalah masing-masing sebesar
Rp541.722.200 dan Rp2.099.114.660. Transaksi antar
Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih
entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN
maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Nilai
Diterima dari Entitas Lain
Ditagihkan ke Entitas Lain 541.722.200

Transfer Masuk -
Transfer Keluar -
Pengesahan Hibah Langsung -
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung -

Jumlah 541.722.200

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke
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Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain
merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan
belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada
periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar RpO sedangkan
DKEL sebesar Rp541.722.200

E.4.2Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan
aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal

KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar

RpO terdiri dari:

No Jenis Entitas Asal Nilai

il Barang Persediaan lainnya untuk Diti Imi .
itjen Imigrasi
dijual/diserahkan kemasyarakat ! &

2 |Peralatan dan Mesin Ditjen Imigrasi

Jumlah

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni
2019 sebesar Rp. yang merupakan transfer keluar barang
persediaan untuk diserahkan ke masyarakat ke Unit
Pelaksana Teknis Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten. Transfer keluar

sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 terdiri dari :

No Jenis Entitas Asal Nilai

Barang/persediaan lainnya untuk

Ditjen Imigrasi
dijual atau diserahkan ke masyarakat ! &

Jumlah

E.4.3Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian
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Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas
pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang
maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah
dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai
dengan tanggal 30 Juni 2019 sebesar RpO-. dari total RpO,-
yang diterima sepanjang tahun 2019. Pengesahan
Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas
pencatatan  pengembalian  hibah  langsung  entitas.
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan

tanggal 30 Juni 2019 adalah RpO.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2019 adalah sebagai

berikut:
No Pemberi Hibah Bentuk Hibah Nilai Hibah
1
2
Total Pengesahan Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah Rp -
Jumlah Rp -

Ekuitas Akhir E.5 Ekuitas Akhir

RpO
Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 30 Juni

2018 adalah masing-masing sebesar RpO dan

Rp2.279.074.776

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA
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F.1 KEJADIAN — KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN
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KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM BANTEN
(07/648993)

Laporan Keuangan

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2019




KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna
Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan

keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) adalah salah
satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang
berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu
pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Banten (013.07) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang
sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan
basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan,

akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna
kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan
akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara
pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) Disamping itu,
laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada
manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).

Serang, 07 Februari, 2020
Kuasa Pepgguna Ahggaran,

NIR. 1963120¥1987031001
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